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 ُهَْحو ۖ ٍقَلَِْمإ ََتيْشَخ ْمُكَدَلََْوأ اُىُلتَْقت َلََو
اًرِيبَك ًبئْطِخ َنبَك ْمَُهلَْتق َِّنإ ۚ ْمُكبَِّيإَو ْمُُهقُزَْرو 
 
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 
kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan 
juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam 
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es (dengan titik diatas) 
je 
ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 
de 




es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 













































te (dengan titik di bawah) 
zet (dengan titik di bawah) 
























III. Ta’marbutah di akhir kata 
















b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

















































ةيلهاجFathah + alif 
 
ىسنتFathah +  ya‟ mati 
 
ميركKasrah + ya‟ mati 
 










ā   jāhiliyyah 
 
ā  tansā 
 
ī  karīm 
 

















Fathah + ya mati 
مكنيب 
 































VIII. Kata sandang Alif + Lam 












b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 


































 Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur‟an, hadits, mazhab, 
syariat, lafaz. 
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 
Soleh. 
d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 










Perkawinan poliandri adalah salah satu bentuk perkawinan yang dilarang 
oleh Islam. Keharaman tersebut telah jelas disebutkan di dalam Al-qur‟an dan 
juga hadits Nabi. Para ulama juga bersepakat atas keharamannya. Perkawinan 
tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada kenyataannya telah terjadi praktek 
poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal. Pokok masalah 
yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut, yang pertama, 
apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poliandri di desa 
Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal? Kedua, bagaiamana dampak 
hukum yang timbul akibat adanya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan 
Bumijawa kabupaten Tegal? 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normative, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan 
hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam 
masyarakat. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. 
Metode ini digunakan peneliti untuk memaparkan apa adanya tentang suatu 
peristiwa hukum atau kondisi hukum.  
Hasil dari penelitian ini, yang pertama bahwa praktek poliandri yang 
terjadi di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal disebabkan karena 
adanya ketidaktahuan wali, juga kemauan si pelaku sendiri, rendahnya tingkat 
pengetahuan, dan juga faktor administratif yang kemudian menjadikan pernikahan 
yang terlarang ini dapat dicatatkan dan mendapatkan buku nikah. Adapun hasil 
yang kedua bahwa praktek poliandri tersebut memiliki implikasi hukum seperti: 
anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya,  
jika terjadi perceraian maka tidak ada iddah bagi istri, tidak ada hak saling 
mewarisi. 
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A. Latar belakang Masalah 
Perkawinan merupakan sebuah sunatullah yang umum  dan berlaku 
pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Akan 
tetapi Allah menentukan aturan-aturan perkawinan untuk manusia, yang tidak 
Allah jadikan aturan-aturan tersebut untuk selain manusia, yakni dengan jalan 
pernikahan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemuliaan manusia itu 
sendiri. Di dalam Islam, perkawinan bukan saja merupakan hubungan 
keperdataan antara dua orang, akan tetapi juga merupakan sebuah sunnah 
yang sangat dianjurkan oleh Rasululloh Saw. Perkawinan atau pernikahan 
dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu al-nika>h ( 
حاكىلا) dan al-zawa>j (جاَضلا). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan 
sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-qur’an dan al-sunnah.1 
Ayat Al-qur’an yang terdapat lafadz al-nika>h atau al-zawa>j diantaranya:  
An-nisa ayat 3 
 ِْنإ َ َم ِءاَسِّىلا َهِم ْمَُكل َباَط اَم اُُذِكْوَاف ٰىَمَاَرٍْلا ًِف اُُطِسُْقذ اَلَّأ ُْمرْفِخ َزَُلَث َ  َٰىىْث
 َعَاتُس َ   ۖ  ْمُُكواَمٌْ َأ ْدََكلَم اَم َْ َأ ًجَذِدا َُ َف اُُلِذَْعذ اَلَّأ ُْمرْفِخ ِْنَئف   ۖاُُلَُُعذ اَلَّأ َٰىوَْدأ َِكل
َٰر 
[٣:٤]  
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 
(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”2 
 
                                                          
1
Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 
35  
2
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan), Jilid II, 





 Dan di dalam surat Al-ahzab ayat 37: 
 ْكِسَْمأ ًِ ٍْ َلَع َدْمَعَْوأ َ  ًِ ٍْ َلَع ُ االلَّ َمَعَْوأ يِزاِلل ُلَُُقذ ِْرإ َ ًِف ًِفُْخذ َ  َ االلَّ ِقاذا َ  َكَج َْ َص َكٍْ َلَع
 ُياَشَْخذ َْنأ ُّقََدأ ُ االلَّ َ  َطااىلا ىَشَْخذ َ  ًِ ٌِذْثُم ُ االلَّ اَم َكِسَْفو   ۖ  اًَشط َ  َاٍْىِم ٌذٌْ َص ٰىََضق ا اَمَلف
 اُهٍْىِم ا ُْ ََضق اَِرإ ْمٍِ ِئَاٍِعَْدأ ِجا َ َْصأ ًِف ٌجَشَد َهٍِىِمْؤُمْلا َىلَع َنَُُكٌ َلَّ ًْ َِكل َاٍَكَاىْج َا َص
اًَشط َ   ۖ [ ًلَُُّعْفَم ِ االلَّ ُشَْمأ َناَك َ٣٣:٣٣ ] 
“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang 
yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi 
nikmat kepadanya: "pertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah 
kepada Allah", sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa 
yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, 
padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah 
mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami 
kawinkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi 
orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, 
apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya 
daripada isterinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”3 
 
Nikah secara etimologis berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan 
akad.
4
 Makna nikah bisa diartikan dengan ‘aqd al-tazwi>j yang artinya akad 
nikah saja. Juga bisa diartikan dengan (wat}’u al-zawjah) yang bermakna 
menyetubuhi istri. Adapun menurut syara’, nikah adalah akad serah terima 
antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu 
sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang 
sakinah serta masyarakat yang sejahtera.
5
 Disyariatkannya pernikahan ini 
dimulai sejak zaman Nabi Adam As, dan berlanjut sampai ke generasi-
generasi sesudahnya. 
Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. 
Kemudian di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa 
                                                          
3
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan), Jilid VIII, 
hlm. 10 
4
 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23  
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perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat 




Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan juga 
rukunnya. Dalam fiqh syafi’iyyah, rukun nikah ada lima, yakni:7 
1. Sighat 
2. Calon suami 
3. Calon isteri 
4. Wali, dan 
5. Dua orang saksi. 
Selain harus terpenuhinya syarat dan rukun, perkawinan yang akan 
dilangsungkan juga harus terbebas dari larangan-larangan yang telah 
ditentukan. Menurut syara’, halangan tersebut dibagi dua, yakni halangan 
yang bersifat abadi dan sementara. Di antara halangan abadi yang telah 
disepakati oleh ulama ada tiga, yakni: 
1. sebab nasab (keturunan) 
Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi yang telah dinashkan 
dalam nash Al-qur’an ada empat belas. Hal ini seperti yang diungkapkan 
oleh Yahya> Ibn Abi> Al-khoir berikut: 
جششع عتسأ نأشقلا ىف ّهٍمٌشذذ ىلع ىلاعذ اللَّ ّصو ًذلَلا ءاّسىلا  زلَث ,جأشما
: ىلاعذ ًلُقت جششع ) ْدَم ِّشُد  ْمُكٍْ َلَع  ْمُُكذَاٍ اُمأ مُُكذَاَىت َ( :ءاسىلا :حٌلأأ32 جذداََ ,
:ىلاعذ ًلُق ىف )لَّ َ اُُذِكَْىذ اَم  َخََكو  ْمُكُؤَاتآ  َهِم ءاَسِّىلا( :ءاسىلا :حٌلأأ33 عثسف .
 ,جشٌاصملات عتسأ َ ,عاضشلات ناىثإَ  ,ةسىلات همّشد ّهٍىمعمجلات جذداَ َ  8  
"Wanita-wanita yang telah dinashkan keharamannya di dalam Al-
qur’an ada empat belas. Yang tiga belas orang (keharamannya) 
berdasarkan surat an-nisa:23 dan satunya berdasarkan surat an-
nisa:22. Tujuh orang tersebut diharamkan sebab nasab, dua orang 
sebab Rad}a>’ah, empat orang sebab pertlian kerabat semenda dan 
satunya karena pengumpulan (al-jam’u). 
                                                          
6
 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam  
7
 Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 105 
8
 Yahya Ibn Abi Al-khair, Al-baya>n Fi> Madzhab Al-ima>m Asy-sya>fi’I, Jilid 9, 






Tujuh orang yang haram untuk dinikahi sebab nasab adalah: ibu, 
anak perempuan, saudara perempuan, bibi (dari garis ayah), bibi (dari 
garis ibu), anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan dari 
saudara perempuan.  
2. sebab pertalian kerabat semenda 
Dalam kitab Bida>yah Al-mujtahid wa Niha>yah Al-muqtasid 
disebutkan bahwa Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi sebab 
kerabat semenda ada empat: 
 َ ,ءاىتلأأ خاجَص َ ,ءاتلأأ خاجَص :عتسأ ّهٍّوئف جشٌاصملات خامّشذملا اّمأَ
خاجَضلا خاىت َ ,ءاّسىلا خاٍّمأ 9  
“Adapun wanita yang haram untuk dinikahi sebab mushaharah 
ada empat: mantan istri dari bapak, istri dari anak, ibu dari istri 
dan anak dari istri (anak tiri). 
3. sebab susuan (Rad}a>’ah) 
Susuan adalah sampainya air susu anak adam ke lambung anak 
yang belum berusia dua tahun. Ulama bersepakat bahwa Rad}a>’ah 
mengharamkan apa-apa yang diharamkan sebab nasab, yakni bahwa ibu 
yang menyusui kedudukannya sama dengan ibu kandung. Sehingga anak 
itu haram untuk menikahi wanita tersebut selamanya. Wanita yang haram 
dinikahi sebab persusuan ada tujuh golongan, yakni: ibu yang 
menyusukan garis ke atas, anak perempuan dari ibu yang menyusukan, 
saudara sepersusuan, anak perempuan saudara perempuan sepersusuan, 
anak perempuan saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah dan bibi dari jalur 
ibu sepersusuan.  
Adapun larangan yang sifatnya hanya sementara waktu, jika larangan 
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1. ikatan perkawinan (zawjiyyah) 
2. dalam masa iddah 
3. talak tiga 
4. wanita yang sedang melakukan ihram 
5. al-jam’u, yakni memadukan antara dua orang istri yang ada hubungan 
darah 
6. beragama non Islam 
Dalam Islam berpoligami atau seorang suami memiliki lebih dari satu 
istri dalam satu waktu bersamaan adalah hal yang dibolehkan, akan tetapi 
seorang istri mempunyai lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan 
adalah sesuatu yang dilarang, hal ini biasa disebut dengan istilah poliandri, 
dan pada kenyataannya hal ini juga terjadi di masyarakat, salah satunya 
seperti yang terjadi di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten 
Tegal. Dimana seorang istri memiliki suami lebih dari satu. Padahal di dalam 
Al-qur’an sendiri telah dijelaskan bahwa seorang perempuan yang masih 
terikat tali pernikahan dengan orang lain haram untuk dinikahi: 
مكوامٌأ دكلم ام ّلَّا ءاسىلا هم خاىصذملا َ 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak yang kamu miliki” 
 
Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 40 juga disebutkan beberapa 
larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 
wanita karena keadaan tertentu: 
1. karena wanita bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria 
lain 
2. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain 
3. seorang wanita yang tidak beragama Islam 
Kasus poliandri yang terjadi di desa Sigedong kecamatan Bumijawa 
kabupaten Tegal ini bermula pada tahun 2008, dimana telah terjadi 
pernikahan antara istri dan suami I yang dicatatkan di KUA Kecamatan 





keduanya berpisah. Kemudian pada tahun 2010, istri tersebut menikah lagi 
dengan suami II yang berasal dari Kecamatan Sirampog. Pernikahan ini juga 
dicatatkan di KUA Kecamatan Sirampog. Pernikahan yang kedua ini bertahan 
kurang lebih selama 6 tahun, namun karena sang suami tidak bertanggung 
jawab akhirnya istrinya tersebut dinikahkan lagi oleh bapaknya dengan laki-
laki lain.  
Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui fakta-fakta 
yang sebenarnya terjadi pada kasus poliandri di desa Sigedong tersebut. 
Sehingga perlu untuk diadakannya penelitian mendetail yang kemudian bisa 
dituangkan di dalam karya tulis ini dengan judul “Analisis Terhadap Praktek 
Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal” 
 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok 
permasalahan yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini, yaitu:  
1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poliandri di desa 
Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal? 
2. Bagaiamana dampak hukum yang timbul akibat adanya praktek poliandri 
di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal? 
 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 
yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:  
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 
praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten 
Tegal 
b. Untuk mengetahui dampak yang timbul akibat adanya praktek poliandri 
di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal 





Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu 
masalah atau fakta yang dilakukan secara tuntass. Manfaat penelitian 
sendiri merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya suatu 
rumusan masalah secara akurat, sehingga penulis berharap bahwa 
penelitian dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun orang 
lain yang kemudian penulis bagi ke dalam beberapa poin 
a. Penelitian ini berguna sebagai tugas akhir dari penulis untuk 
memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri 
Walisongo Semarang 
b. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis 
khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang 
problematika perkawinan  
c. Sebagai sumbangan metodologis bagi penelitian selanjutnya 
 
D. Telaah pustaka 
Telaah pustaka adalah pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, 
dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan 
masalah penelitian. Salah satu kegunaannya adalah menyediakan informasi 
tentang penelitian-penelitian yang lampau yang berhubungan dengan 
penelitian yang akan dilakukan.
11
 Penelitian ilmiah yang membahas tentang 
poliandri, baik berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan lain-lain. Diantaranya 
adalah: 
Makmur syarif dalam jurnal kafa’ah: jurnal ilmiah kajian gender yang 
berjudul Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi 
Kasus Di Pengadilan Agama Pariaman, penulis menjelaskan bahwa alasan 
majelis hakim menolak permohonan istbat nikah karena pernikahan pemohon 
tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh 
syari’at, dalam hal ini pemohon masih terikat perkawinan dengan pria lain. 
Penulis juga menganalisa bahwa dalam kasus ini ada tiga macam poliandri 
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yang yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, pertama poliandri yang 
dilakukan oleh perempuan dimana perkawinan pertamanya sah dan dicatatkan, 
namun ketika akan bercerai tidak dicatatkan. Kemudian, perkawinan kedua 
juga tidak dicatatkan. Pada kondisi ini, pengadilan dapat mengistbatkan 
perkawinan kedua, jika perkawinan kedua itu dilakukan dengan melengkapi 
rukun dan syarat perkawinan di pengadilan agama. Kedua, poliandri yang 
dilakukan oleh perempuan dimana perkawinan pertama cerai dan perkawinan 
keduanya dilakukan dengan melengkapi rukun dan syarat perkawinan yang 
sah secara hukum agama, akan tetapi tidak dicatatkan. Pada kondisi ini 
pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan isbat nikah dengan cara 
mengurus/mengistbatkan pernikahan pertama terlebih dahulu, lalu 
memperoleh akta cerai dengan suami pertama dan barulah memperoleh istbat 
nikah dengan suami kedua. Ketiga, poliandri yang dilakukan oleh perempuan 
yang mana perkawinan pertama cerai dan perkawinan keduanya dilakukan 
tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara hukum 
agama, dan juga tidak dicatatkan. Pada keadaan inilah pengadilan agama tidak 
bisa mengabulkan permohonan itsbat nikah.
12
 Fokus penelitian ini adalah pada 
kasus penolakan isbat nikah karena syarat untuk dilangsungkannya 
pernikahana tidak sempurna, yakni istri masih terikat hubungan perkawinan 
dengan orang lain, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 
lebih menekankan pada faktor dan dampak dari adanya poliandri yang terjadi 
di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabuapten Tegal. 
A. Jafar dalam jurnal al-adalah yang berjudul larangan muslimah 
poliandri: kajian filosofis, normatif yuridis, psikologis dan sosiologis, dalam 
jurnal ini dejelaskan bahwa poliandri merupakan sebuah pernikahan yang 
diharamkan. Karena pada dasarnya bertentangan dengan kodrat/fitrah wanita. 
Dalam perspektif normatif larangan tersebut sudah dijelaskan di dalam surat 
an-nisa: 24 dan juga hadis-hadis nabi. Dalam perspektif yuridis, bahwa 
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poliandri bertentangan dengan pasal 3 ayat 1, yakni bahwa seorang istri hanya 
boleh menikah dengan seorang suami. Sementara dalam perspektif psikologis 
bahwa poliandri sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat 
menganggu ketenangan hati atau jiwa. Terakhir, dalam perspektif sosiologis 
bahwa poliandri dapat mendatangkan masalah, baik dalam keluarga maupun 
dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.
13
 
Fokus penelitian ini adalah pada hal yang melatarabelakangi dilarangnya 
poliandri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih 
menekankan pada faktor dan dampak dari adanya poliandri.  
Skripsi yang ditulis oleh Agus Muzakkin dengan judul Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Situluhur Kecamatan 
Gembong Kabupaten Pati. Penulis menjelaskan bahwa praktek poliandri yang 
terjadi telah dipraktekan dan diketahui oleh ulama setempat. Praktek poliandri 
tersebut dilakukan karena rasa kasihan suami pertama akibat keadaanya yang 
tidak mampu memberikan layanan biologis serta kasihan jika adanya 
perceraian maka akan menyusahkan istrinya karena lemahnya ekonomi istri 
tersebut. Meskipun si istri berpoliandri, tetapi ia tetap hidup satu atap bersama 
suami pertama dan juga keduanya.
14
 Fokus penelitian ini adalah terhadap 
keharmonisan keluarga poliandri dan juga tinjauan hukum Islam terhadap 
keabsahan praktek poliandri tersebut, sedangkan penelitian yang akan penulis 
lakukan lebih menekan kepada aspek faktor yang melatarbelakangi 
dilakukkannya praktek poliandri dan juga dampak-dampak yang timbul akibat 
poliandri tersebut. 
Skripsi yang ditulis oleh Faisal Sadali dengan judul “pembatalan 
perkawinan karena poliandri (Studi putusan nomor: 
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572/Pdt.G/2006/PA.Smn)”.15 Penelitian ini membahas tentang bagaimana 
pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim dan pertimbangan apa saja 
yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah 
dikarenakan sang istri melakukan poliandri. Namun perkawinan poliandri 
secara hukum, bukan karena adat atau kebiasaan. Penelitian ini terfokus 
kepada pembuktian dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara 
nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn tentang pembatalan nikah karena poliandri, 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menekankan 
pada faktor dan dampak dari adanya poliandri yang terjadi di desa Sigedong 
kecamatan Bumijawa kabuapten Tegal.  
Skripsi yang ditulis oleh Pardi dengan judul Analisis Perkawinan 
Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama 
Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/Pa.Pbr). Penelitian ini 
menjawab beberapa rumusan masalah, seperti: bagaimanakah praktek 
perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama 
Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr, bagaimanakah akibat 
hukum dan pandangan hukum Islam tentang perkawinan poliandri menurut 
putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr. Penulis menjelaskan bahwa praktek 
perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama 
Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr adalah dengan cara 
memalsukan akta cerai. Akibat hukum dari perkawinan poliandri tersebut 
adalah bahwa status anak hanya dinasabkan kepada ibunya saja.
16
 Penelitian 
ini terfokus kepada praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus 
Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 
2010/PA.Pbr, dimana pernikahan tersebut dilakukan dengan cara memalsukan 
identitas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih 
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menekankan pada faktor dan dampak dari adanya poliandri yang terjadi di 
desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabuapten Tegal.  
 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
Analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 
konsisten.
17
 Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu proses untuk 
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
18
 Penulis 
menggunakan jenis penelitian hukum normatif  empiris, yakni dengan 
pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta 
aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.
19
 Ataupun 
penelitian mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-
Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertemtu. Penelitian 
ini bertitik tolak dari data primer
20
 yang didapat langsung dari sumber 
pertama dengan melalui penelitian lapangan. 
2. Sumber data 
a. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama
21
, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.
22
 Data 
yang penulis butuhkan adalah yang terkait dengan praktek poliandri di 
desa Sigedong yang akan diuraikan di bab III. Dalam penelitian ini, 
sumber data primer adalah informasi yang didapat langsung dari pelaku 
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poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal serta 
responden lainnya.  
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh 
oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan,
23
 atau 
biasa juga disebut sebagai data pelengkap atau pendukung dari data 
primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis 
dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan 
tema penulisan skripsi ini. Adapun jenis data sekunder (bahan hukum) 
dalam penelitian ini ada tiga macam, yakni: 
1). Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 
otoritas (autoritatif).
24
 Bahan hukum tersebut terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum 
primer pada penelitian ini adalah: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. 
2). Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 
yang merupakan dokumen yang tidak resmi
25
 dan juga memberikan 
petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, 
seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan 
seterusnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.  
3. Teknik  pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data-
data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 
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Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: 
wawancara, angket, pengamatan dan studi dokumentasi. Adapun metode 
yang penulis lakukan dalam mengumpulan data antara lain: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, 
dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan 
treatment seperti yang biasa dilakukan oleh dokter, atau untuk 
keperluan mendapat bertita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan 
untuk melakukan penelitian dan lain-lain.
26
 Haris Herdiansyah 
mendefinisikannya sebagai sebuah proses interaksi komunikasi yang 
dilakukan setidaknya oleh dua orang, atas dasar ketersedian dalam 
setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan 
yang telah ditetapkan.
27
 Dalam hal ini penulis menggunakan 
wawancara bebas terpimpin untuk mendapatkan data. Penulis 
melakukan wawancara dengan pelaku praktek poliandri, serta 
responden yang mengetahui detail permaslahan, dan juga tokoh ulama 
dan masyarakat setempat. 
b. Kajian dokumen 
Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam 
mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat, 
pengumuman, ikhtisar rapat dan bahan-bahan tulisan lainnya.
28
 
Tentunya yang berupa arsip-arsip mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.  
4. Metode analisis data 
Setelah data-data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis untuk 
mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap masalah 
penelitian. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitis. 
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Metode deskriptif, ialah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau 
keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian, metode ini dimaksudkan 
peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau 
kondisi hukum. Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan 
menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan 




F. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global 
dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari 
skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis 
besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) 
bab yang masing-masing memiliki bahasan yang berbeda, namun dalam satu 
kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran 
sistematikanya adalah sebagai berikut:  
BAB I Menguraikan tentang pendahuluan. Adapun didalamnya berisi 
antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan skripsi. 
BAB II  Membahas tinjauan umum tentang perkawinan dan poliandri, 
yang meliputi: pengertian dan dasar hukum perkawianan, syarat dan rukun 
perkawinan, asas-asas perkawinan, mawani al-nikah, dan poliandri menurut 
hukum Islam dan Undang-Undang.  
BAB III Membahas tentang praktek poliandri di desa Sigedong 
kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal, yang berisi: pertama, profil umum 
desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal yang meliputi: 
kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya, dan 
kondisi keagamaan. Kedua, deskripsi praktek poliandri di desa Sigedong 





praktek poliandri, faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poliandri, 
dan pandangan masyarakat, tokoh masyrakat dan juga ulama setempat 
megenai praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa 
kabupaten Tegal.  
BAB IV Berisikan analisis, yang meliputi analisis hukum terhadap 
faktor praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten 
Tegal, serta dampak sosial dan juga dampak hukum yang timbul akibat 
adanya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten 
Tegal. 
BAB V, pada bab ini adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir 
yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang di maksudkan 
untuk memperoleh jawaban kongkrit dari pokok masalah dan saran-saran. 









TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN POLIANDRI 
 
 
Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang             
bertujuan untuk berkembangbiak dan meneruskan keturunan. Perkawinan tidak 
hanya terjadi pada manusia, namun juga terjadi pada hewan dan juga tumbuh-
tumbuhan.
29
 Karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa 
segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.
30
 Misalnya, air (yang terdiri 
dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan masih banyak 
contoh yang lainnya.  
Perkawinan merupakan fitrah setiap manusia, karena manusia diciptakan 
oleh Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Kaum lelaki 
membutuhkan kaum wanita, begitupun sebaliknya. Pada manusia perkawinan 
merupakan suatu kebiasaan yang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-
Undang dan hukum agama masing-masing, sehingga tidak dengan sembarang cara 
perkawinan itu dapat dilangsungkan. Allah mensyariatkan pernikahan dan 
menjadikannya dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa 
nilai yang tinggi dan juga tujuan yang baik bagi manusia. Karena di dalam Islam 
perkawinan bukan sekedar hubungan keperdataan biasa, melainkan salah satu 
sunnah Nabi yang sangat dianjurkan. Apabila perkawinan difahami hanya sebagai 
ikatan ataupun kontrak keperdataan saja, maka akan dapat menghilangkan nilai 
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A. Perkawinan  
1. Perkawinan dan Dasar Hukumnya 
Perkawinan  berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa berarti 
membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau bersitri, menikah. 
Sedangkan di dalam bahasa arab sering disebut dengan kata “al-nika>h” yang 
berasal dari akar kata ركَ- ركُٚ- بسكَ- بزبكَ ٔ . Kata al-nika>h  secara bahasa  
berarti al-d}ommu wa al-jam’u (penggabungan dan perkumpulan). 
Sedangkan menurut syara‟ adalah akad yang menghalalkan terjadinya 
hubungan badan antara antara suami dan istri. Seperti yang didefinisikan 
oleh Yahya> Ibn Abu> Bakr: 
صٕظخي ّخٔ ٗهػ شخلأبث ٍٛخٔضنا ٍي ّمك عبزًزسا ّمز ذٛفٚ ذمػ32     
“Akad yang berfaedah menghalakan bersenang-senangnya kedua 
suami istri dengan pandangan tertnetu”. 
 
Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ima>m Al-
nawawi> dalam kitabnya Roud{oh Al-T}ol>ibi>n: 
لإا ذظمث حأشيا ٗهػ ذمؼٚ ٌأذبكُنا رنبظي ٍي كنر شٛغ ٔ ذنٕنا لٕظز ٔ عبزًزس33  
“Akad terhadap seorang wanita dengan maksud untuk istimta>’ 
(berseng-senang), terciptanya keturunan dan hal lainnya dari 
kemaslahatan pernikahan” 
 
Adapun Imam Zainuddin mendefinisikannya sebagai berikut: 
حٚٔضر ٔأ ذبكَإ ظفهث ءطٔ خزبثإ ٍ ًّ ضزٚ ذمػ
34  
“Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan menggunakan lafadz 
inka>h atau tazwi>j” 
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Menurut Dr. Ahmad Ghandur seperti yang dikutip oleh Prof. DR. 
Amir Syarifuddin dalam bukunya: 
 َٙبسَلاا غجطنا ّضبمزٚ بي كمسٚ بًث حأشًنا ٔ مخشنا ٍٛث حششؼنا مز ذٛفٚ ذمػ
ّٛهػ دبجخأٔ ّجزبط مجل قٕمز بًُٓي مكن مؼدٚ ٔ حبٛسنا ٖذي 
“Nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-
laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam 
kehidupan dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”35 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pengertian perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Menurut kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa 
perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mi>s|a>qan ghali>z|an untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
36
  
Hukum adat mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan antara 
seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan 
keturunan dan membangun serta membina kehidupan berumah tangga. 
Perkawinan tersebut juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut 
para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami.
37
 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan 
bukan hanya mempersatukan dua orang laki-laki dan perempuan semata, 
melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt 
bahwa kedua mempelai berniat untuk membangun rumah tangga sakinah, 
tentram dan penuh dengan kasih sayang seperti yang telah diajarkan oleh 
nabi Muhammad Saw. Maka untuk membentuk cita-cita keluarga tersebut, 
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pernikahan juga harus berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku, 
selain bersandar kepada Al-qur‟an dan juga al-hadits.  
Menurut ulama Syafi‟iyyah bahwa hukum asal pernikahan adalah 
mubah (boleh) apabila seseorang melakukan pernikahan hanya untuk 
bersenang-senang semata, tetapi apabila tujuannya adalah untuk menjaga 
kesucian diri („iffah) dari perbuatan yang haram atau untuk memperoleh 
keturunan maka hukum nikah menjadi sunnah, hal tersebut diungkapkan 
oleh Abdurrahman Al-jaziri dalam kitabnya al-fiqh ‘ala> al-maz|a>hib al-
arba’ah:  
 ّزهزنا ذظمث ج ّٔ ضزٚ ٌأ ضخشهن ذبجٛف خزبثلإا ذبكُنا ٗف مطلأا َٖٕ ارئف عبزًزسلاا ٔ ر
 ّفؼنا ّث ّتسزسٚ َّّئف ذنٕنا ٗهػ لٕظسنا ٔأ خ38 
“Hukum asal pernikahan adalah mubah, maka mubah bagi seseorang 
untuk menikah jika tujuannya adalah bersenang-senang tetapi apabila 
tujuannya adalah menjaga kesucian diri atau untuk memperoleh 
keturunan, maka yang demikian itu sunnah” 
Akan tetapi hukum dapat tersebut dapat berubah sebab ‘illah yang ada 
di balik hukum tersebut, maka kemudian para ulama merinci hukum 
pernikahan menjadi lima, yaitu: wajib, haram, makruh, sunnah dan juga 
mubah. lima tingkatan hukum tersebut telah dijelaskan di dalam kitab fiqh 
al-sunnah sebagai berikut:39 
a. Wajib, menurut kebanyakan para ulama hukum pernikahan adalah wajib 
jika seseorang tidak mampu menahan hawa nafsunya seandainya ia tidak 
menikah, sedangkan ia mampu untuk menikah dan menunaikan 
kewajiban-kewajibannya yang timbul akibata adanya pernikahan 
tersebut. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya dari terjerumus ke 
perbuatan hina dengan cara puasa dan lainnya.  
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b. Sunnah, berlaku bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk menikah, 
sudah mampu tetapi ia mampu menahan hawa nafsunya dari apa-apa 
yang diharamkan oleh Allah. 
c. Haram, hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan 
bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang 
ada di dalam pernikahan. Karena segala sesuatu yang menyebabkan 
terjerumus ke dalam keharaman maka itu hukumnya juga haram.
40
 
d. Makruh, pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada 
dosa dan marabahaya. Kekhawatir ini belum sampai kepada derajat 
keyakinan. Ia khawatir tidak mampu memberikan nafkah dan juga 
menunaikan kewajibannya seagai seorang kepala rumah tangga, 
meskipun hal tersebut tidak mendatangkan kerugian bagi istri tetapi 
dalam keadaan seperti ini nikah baginya dihukumi makruh.  
e. Mubah, bagi mereka yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan 
segera menikah. 
  Pernikahan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kehidupan 
manusia, sehingga Al-qur‟an sebagai kitab suci umat Islampun memuat 
banyak ayat yang menganjurkan manusia untuk menikah. Kemudian anjuran 
tersebut juga ditegaskan kembali oleh Nabi Muhammad saw melalui hadits-
haditsnya. Adapun beberapa ayat Al-qur‟an dan hadits Nabi yang menjadi 
dasar disyariatkannya pernikahan adalah sebagai berikut: 
  ٔ إُسِكَْ  أ ٗيب  ْٚلأا   ْىُكُْ ِي   ٔ   ٍ ِٛسنب َّظنا  ٍْ ِي  ْىُكِدبجِػ   ٔ  ْىُِكئبِيإ  ٌْ ِإ إَُُٕك ٚ   ءاش ُمف 
 ُىِٓ ُُِْغٚ  ُالل  ٍْ ِي  ِّ ِهْض ف   ٔ  ُالل   غِسأ   ىٛه  ػ 
“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, 
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 
sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 
memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya. Da Allah itu 




                                                          
40
 Wahbah Al-zuhaili, Al-Fiqh Al Isla>mi Wa Adillatuhu, terj.  Abdul Hayyi Al-Kattani 
dkk, Fiqh Islam Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 41 
41
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan), Jilid VI, 




  Dari ayat di atas dapat difahami bahwa Allah memerintahkan hamba-
Nya baik yang laki-laki maupun perempuan untuk menikah. Ayat ini 
ditujukan kepada mereka yang hidup sendiri atau tidak dalam ikatan 
perkawinan dengan orang lain. Dalam ayat tersebut Allah juga berjanji 
untuk memberikan rizqi kepada mereka-mereka yang berada dalam 
kemiskinan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah tidak ingin 
hamba-Nya tidak menikah hanya karena ia berada dalam kemiskinan, 
karena sesungguhnya Allah maha Luas pemberianNya, lagi Maha 
Mengetahui (akan nasib dan kehendak hambaNya). 
Dalam ayat lain Allah berfirman: 
  ً ْز  س  ٔ  ًح َّد  ٕ  ي ْىُك ُْٛ  ث  م  ؼ  خ  ٔ  ب ْٓٛ  ِنإ إُُُكْس ِزن بًخا  ٔ ْص أ ْىُكُِسفَْ  أ ٍْ ِي ْىُك ن  ك ه  خ ٌْ  أ ِّ ِرب ٚآ ٍْ ِي  ٔ ًخ
 ٍو ْٕ  ِمن ٍدب ٜٚ  ِكن  ر ِٙف ٌَّ ِإ  ٌ ُٔشَّك ف ز ٚ  
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agara kamu 
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di 
antaramu rasa kasaih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 




  Dari ayat di atas dapat difahami bahwa di antara tanda kebesaran dan 
kekuasaan Allah bahwa Dia telah menjadikan pasangan hidup bagi manusia 
dari golongan manusia itu sendiri, sehingga dapat membangun rumah 
tangga yang dengan hal tersebut seseorang akan merasa tentram dan juga 
akan tercipta kebersamaan dan kasih sayang Karena dengan berumah tangga 
seseorang akan dapat berbagi kebahagian dengan pasangan dan anak-
anaknya, juga bisa menjadi partner untuk mengatasi masalah yang 
dihadapinya. 
Sedangkan sabda Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan 
anjuran atau disyariatkannya perkawinan adalah: 
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ب ٚ   ش  شْؼ  ي ،ِةب ج َّشنا  ٍِ  ي   عب ط زْسا  ُىُكُْ ِي   ح  ءب جْنا ،ْج َّٔ  ض ز ْٛه ف  ُ َّّ َِئ ف   ض غ أ  ِش  ظ جِْهن  ٍُ  ظْز أ  ٔ 
،ِجْش فِْهن  ٍْ  ي  ٔ  ْى ن  ْغِط زْس ٚ  ِّ ْٛ  ه  ؼ ف ،ِو ْٕ َّظنِبث  ُ ََِّّئ ف  ُ  ّن ءب  خِٔ  )٘زيشزنا ِأس(
43
 
“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu 
menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan 
pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang 
tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat 
menekan syahwatnya (sebagai tameng)” (H.R. Tirmi>dzi>) 
    Hadits di atas menjelaskan tentang anjuran menikah bagi mereka yang 
sudah mampu untuk melaksanakannya karena dengan menikah ini akan 
dapat menjaga kehormatan seseorang dan melindunginya dari kekacauan 
jiwa, perzinahan serta tindak kejahatan lainnya. Dalam hadits tersebut nabi 
Muhammad juga memberi solusi bagi mereka yang belum mampu 
melaksanakan nikah untuk menahan hawa nafsunya dengan cara berpuasa, 
karena dengan puasa seseorang akan dapat menekan syahwatnya (sebagai 
tameng). 
Sementara itu ada orang yang berpandangan negatif seputar 
pernikahan. Mereka lalu menggulirkan gagasan untuk membujang dengan 
alasan pernikahan akan memasung kebebasan peribadi atau pernikahan 
adalah konsekuensi dan tanggung jawab yang tak ingin mereka arungi.
44
 
Islam melarang keras membujang meskipun dengan tujuan ibadah, karena 
membujang adalah pilihan yang tidak sesuai dengan kodrat dan naluriah 
manusia yang normal. Karena manusia telah diciptakan secara berpasang-
pasangan agar dapat melanjutkan keturunan yang merupakan salah satu 
kebutuhan d}aru>ri> manusia.45 Dan perintah Allah untuk menikah bagi mereka 
sudah sangat jelas dalam surat An-nur ayat 32 dan juga dalam hadits Nabi 
tentang larangan untuk membujang, salah satunya adalah: 
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 ّٗهط الل لٕسس ّدس :لبل صبلٔ ٙثأ ٍث ذؼس ٍػ ٍث ٌبًثػ ٗهػ ّىهس ٔ ّٛهػ الل
بُٛظزخلا ّن ٌرأ ٕنٔ ّمزّجزنا ٌٕؼظي )٘سبخجنا ِأس( 46 
“Dari Sa’i >d bin Abi> Waqqas} berkata: Rasulullah saw pernah melarang 
Utsman bin Madz‟un untuk membujang, andaikan beliau mengizinkan 
nya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri. (H.R. Bukha>ri>) 
 
   Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang sikap agama Islam 
terhadap perkawinan, maka sudah sangat jelas bahwa Islam menganjurkan 
dan memberikan kabar gembira bagi mereka yang ingin menikah. Dengan 
perkawinan orang tersebut diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, 
dan mampu menjadi sosok pemimpin yang baik pula, terutama dalam 
lingkup rumah tangga. Karena banyak sekali hikmah yang terdapat di balik 
pensyariatan pernikahan tersebut, di antaranya adalah menghalangi mata 
dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh syara‟, juga menjaga 
kehormatan diri dari terjatuh kepada kerusakan seksual dan masih banyak 
hikmah yang lainnya.   
 
2. Syarat Dan Rukun Perkawinan 
  Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua 
kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 
merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang mesti 
ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan 
sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,
47
 atau dengan kata lain 
bisa dikatakan bahwa rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan 
keberadaan sesuatu, dimana sesuatu tersebut tidak akan terwujud kecuali 
dengannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang 
menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu 
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tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu atau dengan istilah lain adalah 
hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari 
suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.
48
 
Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan rukun dan syarat 
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang perbedaan tersebut 
tidak begitu bersifat subtansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut 
disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan.
49
 Jumhur 
ulama berpendapat bahwa rukun pernikahan ada lima, yaitu: calon 
mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, saksi nikah serta sighot 
(ijab dan qabul). Ulama malikiyyah berpendapat bahwa rukun nikah adalah 
dua orang memepelai pria dan wanita, sighot, wali dan mahar. Sedangkan 




Adapun perincian syarat-syarat dari rukun nikah tersebut Sebagai 
berikut: 
1. Calon mempelai pria 
Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan 
perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki 
ataupun sesama perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh seorang pria sebelum melangsungkan perkawinan adalah: 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
d. Tidak terdapat halangan perkawinan 
e. Dapat memberikan persetujuan 
2. Calon mempelai wanita 
a. Perempuan 
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b. Beragama Islam 
c. Wanita tersebut tidak haram secara pasti, tidak syubhat bagi 
seseorang yang ingin menikahinya.  
d. Jelas orangnya 
e. Dapat dimintai persetujuannya 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri 
adalah: perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon yang telah 
mencapai umur yang ditetapkan di dalam pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didasarkan atas persetujuan calon 
mempelai, tidak terdapat halangan perkawinan. 
3. Wali nikah 
Pernikahan tanpa adanya wali tidaklah sah, hal ini berdasarkan 
hadits Nabi: 
 ّلاإ ذبكَ لا: ّىهسٔ ّٛهػ الل ّٗهط الل لٕسس لبل :لبل ٗسٕي ٙثأ ٍػ ٙنٕث 
 )ّخبي ٍثا ِأس(51 
 " Diriwayatkan oleh Abu Musa sesungguhnya Rasulollah 
bersabda: tidak sah pernikahan tanpa adanya wali” (H.R. Ibnu 
Ma>jah) 
 
Islam telah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 
seorang wali berdasarkan ijtihad para ulama yaitu: 
a. Wali haruslah seorang laki-laki. Hal ini berdasarkan pada hadis 
Nabi yang berbunyi: 
  :ّىهسٔ ّٛهػ الل ّٗهط الل لٕسس لبل :لبل حشٚشْ ٙثأ ٍػ ّٔ ضر لا حأشًنا ج
 ّٔ ضر لا ٔ حأشًنابٓسفَ حأشًنا ج  ٌّ ئف بٓسفَ ج ّٔ ضر ٙزنا ْٙ خَٛاضنا  ٍثا ِأس(
 )ّخبي52 
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“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan lain dan tidak 
boleh pula mengawinkan dirinya sendiri. Sebab hanya pezinalah 
yang mengawinkan dirinya sendiri” (H.R. Ibnu M>a>jah) 
b. Muslim 
c. Baligh dan berakal 
d. Mempunyai hak perwalian 
e. Merdeka 
f. Tidak terdapat halangan perwaliannya 
Persyaratan wali menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu: 
seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni: muslim, 
akil dan baligh.  
4. Saksi nikah 
Rukun yang keempat adalah saksi. Pernikahan harus dihadiri oleh 
dua orang saksi,   hal tersebut didasarkan pada hadits nabi: 
 ّلاإ ذبكَ لا ٔ ٙنٕث  )ُٙطمنا ساذنا ِأس( لذػ ٘ذْبش 
“Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang 
saksi yang adil” (H.R. Al-da>r Al-qut}ni>) 
 
 Menurut Ahmad Ibn Umar bahwa syarat untuk dapat menjadi saksi 
nikah ada sembilan seperti yang ia cantumkan dalam Ahka>m Al-Zawa>j 
berikut ini: 
 ,حسٕكزنا ,خٚشسنا ,ممؼنا ,ؽٕهجنا ,ولاسلإا :طٔشش ٍٚذْبشنا ٙف طشزشٚٔ
كطُنا ٔ شظجنا ,غًسنا ,خناذؼنا.53 
“Dan disyaratkan kepada dua orang saksi syarat-syarat berikut: 
Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dapat mendengar, 
dapat melihat dan dapat berbicara” 
Sayyid Sabiq berpendapat dalam fiqh sunnah, apabila yang 
menjadi saksi adalah anak kecil, orang gila, orang tuli atau orang yang 
dalam keadaan mabuk, maka akad nikah tersebut tidaklah sah karena 
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kehadiran mereka (sebagai saksi) dianggap seperti tidak adanya 
mereka. Berikut ini pendapatnya mengenai syarat saksi akad nikah:  
 ٌّ أ ىٓف غي ٍٚذلبؼزًنا ولاك عبًس ٔ ؽٕهجنأ , ممؼنا :دٕٓشنا ٙف طشزشٚ
ضنا ذمػ ّث دٕظمًنا ٔأ ىطأ ٔأ ٌُٕدي ٔا , ّٙ جط ذمؼنا ٗهػ ذٓش ٕهف جأ
جأّضنا ٌّ ئف ,ٌاشكس. ّيذؼك ءلاؤْ دٕخٔ ٌّ أ رإ ّرظٚ لا.54 
“Dan disyaratkan kepada saksi: berakal, baligh, dapat mendengar 
perkataan dua orang yang berakad serta memahami bahwa tujuan 
tersebut adalah akad nikah. Apabila yang menjadi saksi adalah 
anak kecil, orang gila, orang tuli, atau orang yang mabuk maka 
akad nikah tersebut tidaklah sah, karena kehadiran mereka 
dianggap sebagai tidak adanya mereka” 
 
Dari pendapat Sayyid Sabiq di atas dapat difahami bahwa empat 
golongan orang yang disebutkan terakhir, yakni anak kecil, orang gila, 
orang tuli dan orang yang mabuk tidaklah sah persaksiannya khusunya 
dalam hal saksi perkawinan.   
Adapun ketentuan saksi menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 
Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, 
harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang dapat ditunjuk menjadi 
saksi dalam akad nikah ialah seorang yang tidak terganggu ingatan dan 
tidak tuna rungu atau tuli, saksi harus hadir dan menyaksikan secara 
langsung akad nikah serta mennadatangani akta nikah pada waktu dan 
tempat akad nikah dilangsungkan. 
5. Si>ghot  
Si>ghot adalah ijab dan qabul, Keduanya menjadi rukun akad. Ijab 
adalah pernyataan dari wali penganti prempuan seperti, “saya 
nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku, shalihah, dengan 
maskawin seperangkat alat sholat. Tunai”. Sedangkan qabul adalah 
pernyataan penerimaan oleh pengantin laki-laki sebagai jawaban dari 
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pernyataan pihak wali pengantin perempuan.
55




a. Adanya pernyataan mngawinkan dari wali 
b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai 
c. Memakai kata-kata al-nika>h atau al-tazwi>j atau terjemahan dari 
kedua kata tersebut  
d. Berada dalam satu majlis 
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
f. Antara ijab dan qabul bersambungan 
g. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji 
atau umroh 
h. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu 
calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua 
orang saksi. 
Adapun untuk mereka yang tidak bisa berbicara, maka akadnya 
boleh menggunakan isyarat. Dalam fiqh al-sunnah disebutkan: 
طشخلأا جأص ّرظٚٔ ي حسبشلإا ٌّ لأ ,ّؼٛث ّرظٚ بًك ذًٓف ٌإ ّرسبشئث ُٗؼ
إ ٔ ,ىٓفي ٍي ّذث لا ٔ .ٍٛظخش ٍٛث ذمؼنا ٌّ لأ , ُّي ّرظٚ لا ّرسبشإ ىٓفر ىن ٌ
.ّجزبط ٍي سذظٚ بي بًُٓي ذزأ ّمك ىٓف57  
“Dan sah akad nikahnya orang yang tidak dapat berbicara dengan 
menggunakan isyarat jika isyaratnya bisa difahami, seperti sahnya 
jual beli yang ia lakukan, karena isyarat adalah makna yang dapat 
difahami, maka jika ia tidak memahami isyaratnya tersebut 
akadnya tidak sah, karena akad itu terjadi antara dua orang. Dan 
keduanya harus memahami maksud dari yang lainnya.” 
 
Untuk dapat terlaksannya akad nikah, ulama juga mensyaratkan 
bahwa dua orang yang berakad haruslah orang yang mempunyai 
keahlian komunikasi atau keduanya harus mumayyiz. Akad pernikahan 
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tidak sah jika yang berakad adalah orang gila atau anak kecil yang 
bertindak, karena masing-masing tidak ada keahlian dalam bertindak.
58
 
Juga masing-masing dari keduanya hendaknya mendengar perkataan 
yang lain dan faham masksudnya.  
   Di dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa untuk 
melaksanakan perkawinan harus terpenuhi semua rukun-rukunya yang 
berjumlah lima, yaitu:  
a. Calon suami 
b. Calon istri  
c. Wali nikah 
d. Dua orang saksi, dan 
e. Ijab dan qabul 
  Sedangkan di dalam BAB II pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat-syarat perkawinan, yakni: 
1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyataka kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 
wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup 
dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat 
(2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka 
tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat 
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan 
orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar 
orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. 
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 
yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
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  Adapun mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban 
perkawinan dan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Bila tidak ada 
mahar maka perkawinannya tidak sah.
59
 Dasar hukumnya adalah firman 
Allah dalam surat an-nisa ayat 4: 
ًبئِٚش  ي ًبئِٛ  ُْ ُُِٕهُك ف بًسْف َ ُُّْ ِي ٍء ْٙ  ش ٍْ  ػ ْىُك ن  ٍ ْجِط ٌْ ِئ ف ۚ ًخ هِْسَ ٍَّ ِٓ ِرب لُذ  ط  ءب  سُِّنا إُرآ  ٔ 
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 





3. Mawa>ni’ al-nika>h 
Mawa>ni’ merupakan bentuk jamak dari lafadz ma>ni’ yang berarti 
larangan. Pernikahan akan sah apabila terbebas dari larangan-larangan yang 
telah ditetapkan oleh syariat. Dalam syarat pernikahan telah diketahui 
bahwa bagi mempelai perempuan disyaratkan tidak memiliki hubungan 
mahram dengan laki-laki yang akan dinikahinya. Jadi seorang perempuan 
haruslah seorang perempuan yang dapat dilaksanakan akad pernikahan 
kepadanya. Menurut syara‟, halangan tersebut dibagi dua, yakni halangan 
yang bersifat abadi dan sementara. Di antara halangan abadi yang telah 
disepakati oleh ulama ada tiga, yakni:  
a. Sebab nasab 
       Yang dimaksud dengan nasab adalah kerabat dekat, orang yang 
mempunyai kerabat disebut pemilik Rahim yang diharamkan.
61
 Wanita-
wanita yang dilarang untuk dinikahi karena sebab nasab ada tujuh, yakni: 
ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, bibi dari 
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pihak ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara 
perempuan. 
Seorang ibu haram dinikahi dan dicampuri. Pengharaman tersebut 
berlaku umum baik terhadap ibu dalam artian yang sebenarnya (ibu 
kandung) maupun dalam pengertian majazi, yaitu nenek naik dari pihak 
ibu mapun bapak dan seterusnya ke atas.
62
  
b. Sebab pertalian kerabat semenda 
       Ada empat orang yang telah dinyatakan Al-qur‟an tidak boleh 
dinikahi karena sebab pertaian perkawinan, keempat orang itu adalah 
ibunda isteri (mertua), anak-anak tiri yakni anak-anak dari istri yang telah 
dicampuri baik wanita tersebut masih tetap menjadi isteri atau telah 
ditalak atau telah meninggal, bekas istri anak kandung (menantu), dan 
bekas istri bapak.  
c. Sebab persusuan 
       Sebab ketiga di antara sebab keharaman abadi adalah sebab 
persusuan. Susuan adalah sampainya air susu anak adam ke lambung 
anak yang belum berusia dua tahun. Seperti yang diungkapkan oleh 
Abdurrahman Al-jaziri: 
ٍٛنٕز ٗهػ ُّس دضٚ ىن مفط فٕخ ٗنإ خٛيدأ ٍجن لٕطٔ ٕٓف بػشش ِبُؼي بّيأ  63      
"Adapun makanya (rada>’ah) secara istilah adalah sampainya air 
susu anak adam ke lambung anak yang belum berusia dua tahun” 
 
      Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air 
susu perempua itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak 
sehingga perempuan yang menyusuinya tersebut kedudukannya sama 
seperti ibu kandungnya dan suami dari perempuan tersebut seperti bapak 
bagi anak yang ia susui. Dengan demikian maka perempuan tersebut 
menjadi haram untuk dinikahi oleh anak susuanya tersebut, karena segala 
hukum mahram berlaku antara anak tersebut dan juga perempuan yang 
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menyusuinya. Adapun yang termasuk ke dalam golongan sepersusuan 
adalah: wanita yang menyusi seterusnya ke atas, wanita persusuan dan 
seterusnya menurut garis ke bawah, wanita saudara persusuan dan 
kemenakan sesusuan ke bawah, wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan 
ke atas, anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. 
       Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi yang telah disebutkan di 
atas telah disebutkan dalam Al-qur‟an surat An-nisa ayat 23: 
 ْذ  ي ِّشُز  ْىُكْٛ  ه  ػ  ْىُُكرب ٓ َُّيأ  ْىُُكرب  ُث  ٔ  ْىُُكرا  ٕ  خ أ  ٔ  ْىُُكرب ًَّ  ػ  ٔ  ْىُُكر  لاب  خ  ٔ  ُدبا  ُث  ٔ  ِش ْلأا  ُدبا  ُث  ٔ  ِذاُْخْلأا 
 ُىُُكرب ٓ َُّيأ  ٔ ِٙر َّلانا  ْىُك ُْؼ  ضْس أ  ْىُُكرا  ٕ  خ أ  ٔ   ٍ ِي  ِخ  ػب  ض َّشنا  ُدب ٓ َُّيأ  ٔ  ْىُِكئب  ِسَ  ُىُُكِجئب ث  س  ٔ ِٙر َّلانا ِٙف 
 ْىُكِسٕاُدُز  ٍْ اِي  ُىُِكئبا  ِسَ ٙاِر َّلانا  ُْىزاْه  خ  د  ٍَّ ا ِٓ ِث  ٌْ ِئا ف  ْىا ن إإَُُك ر  ُْىزاْه  خ  د  ٍَّ ا ِٓ ِث   لاا ف   ذبا ُُخ  ْىُكْٛ ا  ه  ػ 
 ُِمئ  لا  ز  ٔ  ُىُِكئب ُْث أ   ٍ ِٚزَّنا  ٍْ ِي  ْىُِكث  لاْط أ  ٌْ  أ  ٔ إاُؼ  ً ْد ر   ٍ ْٛ ا ث  ٍِ ْٛ ا زُْخْلأا  َِّلاإ با  ي  ْذا ل    ها  س   ۗ ٌَّ ِإ   َّالل 
  ٌ ب  ك اًسُٕف  غ  ًبًِٛز  س 
“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu 
yang menyusui kamu, saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu 
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam 
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak 
berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak 
kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam 
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 




Adapun larangan perkawinan yang ghoiru mu’abbad (tidak selamanya) 
adalah: 
a. Al-jam’u, yakni menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Bila 
seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang 
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sama ia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Ulama telah 
bersepakat atas keharaman nikah tersebut. Hal ini telah dijelaskan oleh 
Allah dalam Q.S. Al-nisa:23: “bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan 
dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu”. Pengertian dua 
orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh nabi dengan 
memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara perempuan 
dengan saudara perempuan ayahnya, atau saudara perempuan ibunya.
65
 
b. Poligami di luar batas 
Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi lebih dari empat 
orang wanita dalam satu waktu, karena batasan seorang laki-laki boleh 
melakukan poligami adalah dengan empat orang wanita itupun dengan 
syarat bahwa ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.  
c. Larangan karena ikatan perkawinan 
       Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram untuk 
dikawini oleh siapapun bahkan perempuan tersebut dilarang untuk 
dilamar baik secara ucapan terus terang maupun dengan sindiran 
meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa 
iddahnya. Keharaman tersebut berlaku selama suami masih hidup atau 
belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia 
diceraikan oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya maka ia boleh 
dikhitbah atau dikawini oleh siapa saja.
66
 Dasar dari keharaman 
pernikahan tersebut terdapat di dalam surat al-nisa ayat 24 
 ُدب ُ  ظْس ًُ ْنا  ٔ   ٍ ِي  ِءب  سُِّنا  َِّلاإ ب  ي  ْذ ك ه  ي  ْىُُكَب  ً ْٚ  أ  
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu 
miliki”67 
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d. Larangan karena talak tiga 
       Wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya haram dinikiahi lagi 
oleh bekas suaminya itu, kecuali bekas istrinya tersebut telah 
melaksanakan perkawinan dengan laki-laki dengan perkawinan yang 
sebenar-benarnya, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya.  
e. Larangan karena ihram 
        Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram 
umroh, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang 
ihram pula atau tidak. Larangan tersebut hanya berlaku pada saat ihram, 
apabila ihramnya telah selesai maka ia boleh dikawini oleh lelaki 
manapun selagi syara‟ membolehkannya. Keharaman menikahi wanita 
yang sedang ihram ini berdasarkan sabda nabi yang diriwayatkan oleh 
Imam Al-nasa>’i: 
 ركُٚ لأ وشسًنا ركُٚ لا ّىهس ٔ ّٛهػ الل ّٗهط الل لٕسس لبل  ِأس(ٙئبسُنا )68 
“Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh 
dikawinkan dan tidak boleh meminang” (H.R. Al-nasa>’i) 
f. Larangan sebab masih dalam masa iddah 
       Diharamkan kepada laki-laki untuk menikahi wanita-wanita yang 
masih dalam masa iddah, baik itu iddah karena talak maupun iddah 
karena ditinggal mati suaminya.  
g. Larangan karena beda agama 
        Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya. Islam melarang umatnya untuk menikah 
dengan orang musyrik.  
Larangan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, yaitu pada pasal 8 s/d pasal 11 berikut: 
Pasal 8 
 Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 
dengan saudara neneknya; 
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c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; 
d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan 
dan bibi/paman susuan; 
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku, dilarang kawin. 
Pasal 9 
Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 
Undang-undang ini.  
Pasal 10 
Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain 
dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh 
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
 
 Pasal 11 
(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 
tunggu. 
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah lebih lanjut. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan perkawinan diatur dalam 
pasal 39 s/d pasal 44 KHI berikut: 
 
Pasal 39 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 
wanita disebabkan :  
(1) Karena pertalian nasab :  
a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya 
atau keturunannya;  
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya  
(2) Karena pertalian kerabat semenda :  
a.  dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 
isterinya; 
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;  
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali 
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al 
dukhul; 
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.  
(3) Karena pertalian sesusuan :  
a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke 
atas;  
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus 




c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan 
ke bawah; 
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke 
atas; 
e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.  
 
Pasal 40 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 
wanita karena keadaan tertentu:  
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 
dengan pria lain;  
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria 
lain; 
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
Pasal 41 
(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang 
mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan 
isterinya;  
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;  
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.  
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-
isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.  
Pasal 42 
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita 
apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang 
keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah 
talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali 
perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.  
Pasal 43 
(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :  
a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;  
b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.  
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi 
telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus 
ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.  
Pasal 44 
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 








4. Implikasi Perkawinan  




a. Menjadi halal hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri 
Hubungan seksual yang sebelumnya haram dilakukan oleh dua 
orang laki-laki dan perempuan, namun dengan adanya akad nikah yang 
sah, maka hubungan seksual menjadi halal. Sehingga salah satu tujuan 
perkawinan, yakni mendapatkan keturunan akan tercapai. 
b. Mahar (maskawin) menjadi milik sang istri 
Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada 
mempelai perempuan pada saat pernikahan dan merupakan sebuah 
kewajiban. Mahar merupakan hak bagi mempelai wanita dan bukanlah 
wewenang wali 
c. Menyebabkan adanya hak dan kewajiban antar suami dan Istri, suami 
sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga 
Hak merupakan sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban 
merupakan sesuatu yang wajib ditunaikan. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa hak istri adalah kewajiban bagi suami, dan hak suami merupakan 
kewajiban bagi istri. Para fuqaha>  telah banyak membahas tentang hak 
dan kewajiban suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip 
keseimbangan,kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang 
melaksanakan akad.
70
  Jika suami istri sama-sama menjalankan 
tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman 
dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah 
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tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai 
dengan tuntunan agama, yakni: saki>nah, mawaddah dan rahmah.  
d. Timbulnya hubungan saling mewarisi 
Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan 
pada ketentuan. Pertama, antara keduanya telah berlangsung akad nikah 
yang sah. Ketentuan tentang akad nikah yang sah telah disebutkan di 
dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1: 
“perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya”. Ketentuan tersebut berarti bahwa perkawinan orang-orang 
yang beragama Islam adalah sah apabila menurut hukum Islam 
perkawinan tersebut adalah sah.
71
 Kedua, suami istri masih terikat dalam 
tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam 
ketentuan ini adalaha bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan 
ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj‟i.  
e. Adanya hubungan nasab (anak anak yang dilahirkan dari perkawinan itu 
menjadi anak yang sah) 
Dalam ensiklopedi Indonesia nasab didefinisikan sebagai 
keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena 
hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke 
bawah (anak, cucu dan seterusnya), mapun ke samping (saudara, paman, 
bibi dan lain-lain). Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari 
seorang wanita dalam perkawinan yang sah, dinasabkan kepada suami 
wanita tersebut.  
f. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya 
g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda 
Apabila seorang laki-laki dan perempuan telah terikat dalam satu 
ikatan perkawinan yang sah, maka akan timbul di antaranya larangan 
perkawinan karena hubungan semenda. Suami diharamkan untuk 
menikahi ibunda isteri (mertua), anak-anak tiri yakni anak-anak dari istri 
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yang telah dicampuri baik wanita tersebut masih tetap menjadi isteri atau 
telah ditalak atau telah meninggal, bekas istri anak kandung (menantu).  
h. Timbulnya larangan kawin bagi istri yang terikat oleh tali perkawinan 
atau sebelum beriddah setelah bercerai atau ditinggal mati suaminya.
72
 
Adapun pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat 
terlakasana, menurut Syafiiyah pernikahan tersebut adalah pernikahan yang 
fasid. Adapun pernikahan yang batil yakni pernikahan yang tidak sempurna 
rukunnya.
73
 Pernikahan batil dan pernikahan fasid jika belum terjadi 
persetubuhan maka tidak ada implikasi hukumnya, karena pernikahan 
tersebut bukanlah pernikahan yang sesungguhnya. Adapun pernikahan fasid 
yang telah terjadi persetubuhan maka memiliki akibat hukum. Hal ini seperti 
dijelaskan oleh Imam ‘Alaudin Abu > Bakar bin Mas’u >d Al-kasani Al-hanafi 
berikut ini: 
 بُٓي وبكزأ ّث ّكهؼزٛف , لٕخذنا ذؼث بّيأٔ , لٕخذنا مجل ّن ىكز لاف ذسبفنا ذبكُنا بّيأ ٔ
 بُٓئ خمٛمسنا ٙف لٕخذنا ىكز ْٕٔ ,حّذؼنا ةٕخٔ بُٓي ٔ تسُنا دٕجث ةٕخٔ
شًٓنا.74 
"Adapun pernikahan yang fasid, maka tidak memiliki implikasi hukum 
apabila belum ada persetubuhan, adapun jika telah terjadi 
persetubuhan, maka ia berkaitan dengan beberapa hukum seperti: 
tetapnya nasab, wajibnya iddah (apabila terjadi perceraian), dan itu 
adalah hukum persetubuhan secara hakiki, juga adanya kewajiban 
untuk membayar mahar” 
Dari pendapat di atas, dapat difahami bahwa implikasi hukum dari 
pernikahan fasid berpacu pada terjadinya hubungan badan antara suami dan 
istri. Tetapi tidak demikian dengan pernikahan bathil yang tidak 
berimplikasi hukum apapun, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Al-
zuhaili> berikut ini: 
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 شجزؼٚ ٔ ,لٕخذنا ذؼث ٕنٔ جأضنا سبثآ ٍي ءٙش ّٛهػ ترشزٚ لا مطبجنا جأضن بف
 ,ةلأا ٍي تسُنا ّث ذجثٚ لاف .وذؼنا خنضُيلأ تدر ِذؼث حذؼنا ٗهػ حأشًنا ,مثي 
جأضنا ٖذزئث وسبسًنا ذخلأبك ،ذُجنأ جأضنأ حأشًنبث خخٔضزًنا مخشث شخآ.75 
“Pernikahan yang tidak sah (batil) tidak mempunyai pengaruh 
sedikitpun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun 
telah terjadi persetubuhan, akad tersebut masih dianggap tidak ada. 
Oleh karenanya nasab anak tidak dinisbatkan ke ayahnya, dan bagi 
perempuan tidak diwajibkan iddah setelah ditinggalkan suaminya. 
Pernikahan ini seperti pernikahan dengan salah satu mahram, seperti 
saudari perempuan dan anak peremepuan serta menikah dengan 
perempuan yang berstatus istri laki-laki lain” 
Ibnu Quda>mah juga berpendapat bahwa apabila seseorang menikahi 
perempuan yang haram baginya untuk dinikahi dan mereka berdua 
mengetahui keharaman tersebut, maka mereka berdua dianggap seperti 
berzina:  
 لبسنا بًهػ ارئف ّٓجش ٔ ,حذزؼًنا ٔأ خخ ّٔ ضًنا حأشيا ذبكُك , خهطبجنا خسكَلأا بّيؤف
ّٛف تسُنا كسهٚ لا ٔ , ّذسنا بًٓٛهػ ٔ ٌبَٛاص بًٓف ىٚشسزنا ٔ 76 
“Adapun pernikahan yang ba>t}il, seperti menikahi perempuan yang 
bersuami ataupun perempuan yang sedang beriddah dan lainnya, 
apabila keduanya mengetahui keadaan (boleh) dan keharamannya, 
maka mereka berdua dianggap berzina dan dikenakan hukuman had, 
juga (anak yang lahir) tidak mendapatkan nasab” 
Dari pendapat-pendapat di atas dapat difahami bahwa perkawinan 
yang batil tidak memiliki akibat hukum. Karena pernikahan tersebut 
dianggap tidak pernah terjadi. Dan pemisahannya dilakukan dengan 
fasakh. 
B. Al-mahku>m ‘alaihi 
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Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh 
Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan 
berdasarkan tuntutan Allah itu. Dalam istilah ushul fiqh, subjek hukum itu 
disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum atau al-mahku>m 
‘alaihi, yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Syarat subjek hukum 
diantaranya adalah baligh dan berakal,
77
 kemudian juga harus mampu 
menerima beban takli>f atau beban hukum. Kecakapan untuk menerima takli>f 
atau ahliyyah ada dua macam, yakni kepantasan untuk dikenai hukum dan 
kepantasan untuk menjalankan hukum. Dalam term ushul fiqh, kecakapan 
untuk dikenai hukum disebut ahliyah al-wuju>b kemudian kecapakan untuk 
menjalankan hukum disebut ahliyal al-ada>, berikut ini penjelasannya: 
1. Ahliyah al-wuju>b 
Ahliyah al-wuju>b ialah kecakapan seseorang untuk melaksanakan 
berbagai kewajiban dan menerima berbagai hak. Kecapakan dalam bentuk 
ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, 
semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala 
sifat, kondisi dan keadaannya.
78
 Menurut pandangan syara‟, sesuai dengan 
kenyataannya, kecapakan manusia untuk melaksanakan kewajiban dan 
menerima hak juga bertingkat-tingkat. Dalam hal ini ulama ahli ushul 
membagi ahliyah al-wuju>b itu kepada dua tingkatan: 
a. Ahliyah al-wuju>b al-na>qis}ah 
Yang dimaksud dengan ahliyah Ahliyah al-wuju>b al-na>qis}ah 
adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak, tetapi tidak menerima 
kewajiban, atau kecakapan kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi 
tidak pantas menerima hak.
79
 Contoh kecakapan untuk menerima hak 
tetapi tidak untuk menerima kewajiban  adalah bayi dalam kandungan 
ibunya, dimana ia telah berhaka menerima hak kebendaan seperti 
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warisan daan wasiat. Adapun contoh kecakapan untuk dikenai 
kewajiban tetapi tidak cakap untuk menerima hak adalah orang yang 
mati tetapi masih meninggalkan hutang.  
b. Ahliyah al-wuju>b al-ka>milah  
Ahliyah al-wuju>b al-ka>milah adalah seseorang yang secara 
potensial dipandang sempurna memiliki kecakapan untuk dikena 
kewajiban sekaligus diberi hak, kecakapan ini berlaku sejak seseorang 
lahir ke dunia sampai akhir hidupnya. secara 
80
 Contohnya ialah anak 
yang baru lahir, dimana ia berhak secara pasti menerima warisan dari 
orang tua atau kerabatnya, dan ia juga telah dikena kewajiban tertentu, 
seperti zakat fitrah. 
2. Ahliyah al-ada>’ 
Ahliyah al-ada>’ adalah kelayakan seseorang untuk dianggap baik 
ucapan dan perbuatannya menurut syara‟.81 Hal ini berarti bahwa segala 
tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai 
akibat hukum. Para ulama ushul membagi kecakapan ini ke dalam tiga 
golongan: 
a. Adi>m al-ahliyah 
Adi>m al-ahliyah adalah keadaan dimana seseorang tidak 
mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan melaksanakan. 
Dalam hal ini berlaku pada anak-anak ketika masa kanak-kanak dan pada 
orang gila ketika usia berapapun. Anak-anak dan orang gila masing-
masing tidak dibebani hukum karena dianggap tidak memiliki akal, juga 
tidak memiliki keahlian melaksanakan, dan semua ucapan maupun 
perbuatan keduanya tidak berbekas syara‟.82  
b. Ahliyah al-ada>’ al-na>qis}ah 
Ahliyah al-ada>’ al-na>qis}ah atau kecakapan hukum secara lemah, 
yaitu kecakapan berbuat bagi seseorang untuk sebagiannya saja, tidak 
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berwenang penuh untuk berbuat. Seperti seorang mumayyiz yang belum 
sampai usia dewasa (baligh), termasuk juga orang yang kurang berakal 
(bukan hilang akalnya). Karena orang yang kurang berakal itu tidak cacat 
akalnya dan tidak pula kehilangan akalnya, namun ia hanya lemah dan 
kurang akal, maka ketetapan hukumnya dikategorikan sebagai anak 
remaja.
83
 Apabila ia berbuat sesuatu haruslah di bawah bimbingan 
seseorang yang sudah sempurna akalnya.   
c. Ahliyah al-ada>’ al-ka>milah 
Ahliyah al-ada>’ al-ka>milah atau kecakapan bertindak secara 
sempurna,
84
 yakni seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna , 
yang telah mencapai usia dewasa sehingga dipandang telah mukallaf. 
Meskipun sejak lahirnya, seseorang telah memiliki kecakapan untuk 
menerima dan kewajiban, dan sejak dewasa dari segi usia dan akalnya, 
memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum, namun terkadang pada 
waktu tertentu terdapat faktor-faktor yang menghalanginya untuk dapat 
dipandang cakap bertindak secara hukum. Faktor penghalang tersebut terbagi 
ke dalam dua golongan, pertama, halangan yang timbul dari luar dirinya yang 
ia sendiri tidak mempunyai daya dan kehendak menghadapinya, halangan ini 
disebut halangan samawi (al-awa>rid} al-sama>wiyyah). Kedua, halangan yang 
timbul dari dirinya sendiri, halangan ini disebut al-awa>rid} al-muktasabah.  
1. Al-awa>rid} al-sama>wiyyah 
Al-awa>rid} al-sama>wiyyah terdiri dari beberapa macam dan hukum 
yang berlaku padanya berbeda menurut bentuknya:
85
 
a. Gila (al-junu>n) 
Keadaan gila ialah hilangnya akal untuk mempertimbangkan suatu 
tindakan secara logis. Gila menghalangi seseorang untuk berbicara dan 
bertindak secara wajar. Keadaan gila ini dapat dibedakan menjadi dua 
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kelompok: pertama, gila yang berlangsung dalam waktu yang lama dan 
berkelanjutan (al-junu>n al-mu’abbad), keadaan gila ini menghilangkan 
kewajiban dalam bidang ibadah yang bersifat fisik, seperti shalat dan 
puasa. Kedua, gila yang berlangsung sementara dan tidak berkelanjutan 




b. Idiot/ lemah akal („utah) 
Lemah akal adalah kelainan yang terdapat dalam akal yang 
menjadikan seseorang tidak dapat berpikir secara baik dan menjadi 
dungu. Perbedaan antara gila dan lemah akal adalah jika gila 
merupakan suatu penyakit yang menutupi funsgi akal serta memisahkan 
antara akal dan daya pikir, disertai gejolak dan goncangan; sedangkan 
lemah akal pun merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi 
seseorang menggunakan daya pikirnya yang disertai sifat dungu. 
Terkadang ia mempunyai daya tamyi>z, status hukumnya sama dengan 
anak yang sudah mumayyiz. Tetapi terkadang tidak mempunyainya, 




Lupa ialah tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada 
waktu diperlukan. Ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat akan 
beban hukum yang dipikulkan kepadanya. Keadaani lupa ini tidak 
menghilangkan kecakapan bertindak secara hukum, sehingga tidak 
dapat dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari kewajiban yang 
menyangkut orang lain, setelah ingatannya pulih. Sedangkan yang 
berkaitan dengan kewajiban kepada Allah, kewajibannya tidak gugur 
karena lupa tetapi ia tidak dikenakan dosa karena keadaan lupa itu.  
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Keadaan tertidur merupakan halangan taklif bersifat temporer yang 
dalam waktu itu seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum. 
Dalam bidang mu‟amalah, tidur menghilangkan keahlian berbuat 
selama tidur, karena akal orang tidur tidak dapat bekerja. Segala 
aktifitas yang dilakukannya selama ia tidur dianggap tidak sah. Namun 
dalam soal ibadah, tidur tidak dapat menghapuskan kewajiban-





Sama halnya seperti tidur, pingsan juga merupakan halangan 
temporal yang menyebabkan seseorang tidak dapat memahami tuntutan 
hukum dan menjalankannya, melebihi halangan taklif yang berlaku 
pada orang tidur. Karena itu segala hukum yang berlaku terhadap orang 
tidur berlaku pula terhadap orang pingsan.  
f. Haid dan nifas  
Haid dan nifas tidak menghilangkan ahliyah al-ada>’ dalam Ibadan 
dan mu‟amalah. Hanya dalam soal ibadah karena tidak terdapat syarat 
sahnya yaitu suci, maka perbuatannya itu dilaksanakan di lain waktu 
seperti puasa. Adapun shalat tidak diwajibkan mengqadhanya karena 




Pengertian sakit disini adalah penyakit yang menyebabkan 
seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban hukum. 
Sakit tidak menghilangkan kecakapan dalam berbuat hukum, karena 
pada orang sakit akal yang menjadi dasar adanya kecakapan tetap dalam 
keadaaan utuh. Hanya dalam hal ini hukum syara memberikan keringan 
dalam melaksanakan hukum.  
h. Mati 
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Kematian menggugurkan kewajiban hukum taklifi yang bersifat 
badani dan keduniaan, sepeti shalat, puasa, haji, dan lainnya. Kelalain 
melakukan kewajiban menjelang kematiannya tetap menjadi dosa yang 
terbawa dalam kematiannnya. Adapun bila orang yang mati mempunyai 
hutang dan meninggalkan harta maka wajib dibayar, dan orang yang 
mati mempunyai hutan dan tidak meninggalkan harta maka gugurlah 
tuntutan terhadap orang mati itu. Dalam hal ini menurut Abu Yusuf dan 
Muhammad Ibn Hasan Al-syaibani berpendapat bahwa jaminan yang 
diberikan sesudah kematian adalah sah, karena orang mati bebas dari 
kewajiban membayar hutang. Karenanya ia dituntut menyelesaikan 
hutangnya bila ada hartanya. Bila ada penjamin untuk memebayar 
hutang maka pihak berpiutang boleh mengambil.  
2. Al-awa>rid} al-muktasabah 
Al-awa>rid} al-muktasabah adalah halangan kecakapan bertindak secara 
hukum yang timbul dari dalam diri seseorang, baik karena akibat 
perbuatannya ataupun Karena adanya kehendak dalam dirinya yang 
membuatnya terhalang. Yang termasuk ke dalam halangan bentuk ini 
adalah: 
a. Mabuk (al-sakr) 
Perbuatan-perbuatan orang mabuk tidak dapat dipikirkan atau 
dikehendakinya. Karena itu mabuk dapat menghilangkan keahlian atau 
kemampuan untuk berbuat. Perbuatan orang mabuk oleh sebagain 
ulama dianggap tidak sah dengan tidak memandang sebab-sebab 
mabuknya itu. Kalu mabuknya karena maksiat, sperti minum arak, 
maka ahliyah al-ada>’ tidak hilang, sebagai hukuman kepadanya.namun 





b. Ketidaktahuan (al-jahl) 
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Menurut Abdur Rahman Dahlan, ketidaktahuan seseorang tentang 
informasi peraturan hukum syaradapat dibagi dua, yaitu: ketidaktahuan 
yang dianggap sebagai udzur untuk tidak memberlakukan hukum bagi 
seseorang. Ketidaktahuan ini terjadi karena tidak ada pedoman atau 
petunjuk untuk mendapatkan informasi yang seharusnya dapat 
diketahui, atau karena informasi tersebut bersifat smar (syubhat). Dan 
ketidaktahuan yang tidak dapat dipandang sebagai udzur untuk tidak 
melakukan hukum bagi seseorang, yakni ketidaktahuan informasi 
ketentuan syara‟ yang bersifat umum, jelas dan dapat diakses oleh 




c. Tersalah (al-khat}a) 
Yang dimaksud tersalah adalah suatu perbuatan yang disengaja 
melakukannya, tetapi menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh 
pelakunya. Misalnya seorang pemburu yang mengarahkan senjatanya 
kepada seekor kijang, tetapi yang kena adalah manusia. Berkenaan 
dengan hak-hak Allah pelaku tersalah tidak dikenai dosa karena 
perbuatannya yang tersalah itu, baik dalam hal ibadah maupun jinayah. 
Sedangkan yang berkaitan dengan hak sesame manusia, kepadanya 




d. Terpaksa/ paksaan(al-ikra>h) 
Ialah mengehendaki seseorang melakukan tindakan yang 
bertentangan dengan keinginannya atau menyuruh orang lain berbuat 
sesuatu yang tidak disenanginya baik perkataan maupun perbuatan. 
Ikrah ini ada dua macam, yakni keterpeksaan yang tidak 
memungkinkan bagi orang dipaksa melepaskan dirinya dari ancaman si 
pemaksa, alat pemeksaannya ialah sesuatu yang menyebabkan kematian 
atau kerusakan anggota badan. Dan paksaan yang masih mungkin pihak 
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yang dipaksa untuk menghindarkan diri dari melakukan perbuatan yang 
dipaksakan. 
e. Bepergian (al-safar) 
Bepergian tidak menghilangkan kecakapan bertindak secara 
hukum, namun karena biasanya bepergian melahirkan kesulitan 
melaksanakan perintah-perintah agama, maka seseorang diberikan 
keringan hukum. Seperti keringan boleh mengqashar shalat wajib yang 
empat rakaat menjadi dua rakaat.  
 
C. Poliandri  
1. Pengertian Poliandri 
Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami memiliki 
lebih dari satu istri dalam watu yang sama.
93
 Islam pada dasarnya 
memperbolehkan perkawinan poligami tetapi dengan syarat-syarat yang 
tidak mudah, salah satunya suami harus dapat berlaku adil apabila ia 
memiliki lebih dari satu orang istri. Tetapi islam membatasi jumlah istri 
yang boleh dipoligami paling banyak empat. Jumlah tersebut berlaku dalam 
waktu yang bersamaan. Adapun kebalikan dari poligami adalah poliandri, 
yaitu seorang perempuan (istri) bersuamikan lebih dari satu laki-laki.
94
 
Poliandri secara estimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu polus, 
yang berarti banyak dan Andros yang berarti laki-laki. Secara terminologis 
poliandri diartikan dengan perempuan yang memiliki suami lebih dari 
satu.
95
 Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
disebutkan bahwa poliandri adalah system perkawinan yang membolehkan 
seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu 
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bersamaan. Di negara Indonesia, poliandri tidak memiliki legalitas, baik 
dalam hukum Islam maupun hukum positif.  
Poliandri dikenal oleh masyarakat tertentu di masa lalu, tetapi ternyata 
tidak berhasil dan akhirnya ditinggalkan. Kegagalan itu utamanya 
disebabkan karena poliandri bertentangan dengan kodrat laki-laki dan 





2. Poliandri Menurut Hukum Islam  
Seperti telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, bahwa poliandri 
tidak memiliki legalitas, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum 
positif yang ada. Para ulama telah bersepakat atas keharaman poliandri. 
Seorang wanita yang masih bersuami haram untuk menikah lagi dengan 
laki-laki lain sebelum pernikahan yang sebelumnya itu putus dan ia telah 
menyelesaikan masa iddahnya.  
Perkawinan poliandri dalam Al-qur‟an secara tegas dilarang 
berdasarkan surat An-nisa ayat 24: 
 ُدب ُ  ظْس ًُ ْنا  ٔ   ٍ ِي  ِءب  سُِّنا  َِّلاإ ب  ي  ْذ ك ه  ي  ْىُُكَب  ً ْٚ  أ   ۗ  ةب زِك  ِ َّالل  ْىُكْٛ  ه  ػ  ۚۗ َّمُِزأ  ٔ  ْىُك ن ب  ي   ءا  س  ٔ 
 ْىُِكن َٰ ر  ٌْ  أ إُغ زْج ر  ْىُِكنا  ٕ ْي ِؤث   ٍ ُِِٛظْسُي   شْٛ  غ   ٍ ِِٛسفب  سُي  ۚۗب  ً  ف  ُْىزْؼ ز ًْ  زْسا  ِّ ِث  ٍَّ ُُْٓ ِي  ٍَّ ُُْٕرآ ف 
 ٍَّ ُْ  سُُٕخأ  ًخ  ضِٚش ف  ۚۗ  لا  ٔ   ذب ُُخ  ْىُكْٛ  ه  ػ ب  ً ِٛف  ُْىزْٛ  ضا  ش ر  ِّ ِث  ٍْ ِي  ِذْؼ ث  ِخ  ضِٚش فْنا  ۚۗ ٌَّ ِإ   َّالل   ٌ ب  ك 
ب ً ِٛه  ػ ب ً ِٛك  ز 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, 
kecuali hamba sahaya perempuan (tawanana perang) yang kamu miliki 
sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu 
(perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan 
hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena 
kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah 
maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak 
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mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, 
setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.”97 
Kata al-muhs}ana>t di atas diartikan dengan perempuan-perempuan 
yang telah bersuami. Kata asalnya adalah al-ihs}a>n (dibentengi) karena 
apabila seorang perempuan telah menikah maka ia dibentengi oleh 
perlindungan suaminya, sehingga orang lain tidak boleh masuk ke dalam 
ataupun tidak boleh dinikahi oleh orang lain.
98
 Perempuan tersebut haram 
untuk dinikahi ataupun dipinang, akan tetapi keharaman ini hanya bersifat 
sementara. Ini berarti bahwa ia boleh dinikahai oleh laki-laki lain apabila 
ia telah bercerai dengan suami sebelumnya dan telah selesai masa 
iddahnya.  
Adapun penjelasan di dalam tafsir Al-Baghowi> sebagai berikut:  
 ُدب ُ  ظْس ًُ ْنا  ٔ   ٍ ِي  ِءب  سُِّنا  َِّلاإ ب  ي  ْذ ك ه  ي  ْىُُكَب  ً ْٚ  أ شٛغهن ّمسٚ لا ,جأصلأا دأر :ُٙؼٚ .
تجسنبث  ٍ ْيُش  ز ٙرلانا ءبسُنا ٍي خؼثبسنا ِزْٔ ,جأصلأا خلسبفي مجل ٍّ ٓزبكَ 
99
 
"Ayat wa al-muhs{ana>t min an-nisa>’I illa > ma> malakat aimanukum, 
berarti mereka yang mempunyai suami, maka tidak halal untuk 
menikahinya sebelum mereka berpisah dengan suaminya, dan ini 
merupakan dari tujuh golongan perempuan yang diharamkan untuk 
dinikahi karena ada sebab” 
 
Surat an-nisa ayat 24 tersebut turun ketika perang Hunani. Hal 
tersebut seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-tafsi>r Al-muni>r tentang 
sebab turunnya surat An-nisa ayat 24 sebagai berikut: 
 ةبطا ,بُُٛز الل رزف بًن , ٍُٛز وٕٚ ذنضَ :لبل طبجػ ٍثا ٍػ َٙاشجطنا جشخأٔ
 ةبزكنا مْأ ءبسَ ٍي ءبسَ ًٌٕهسًنا ٙرؤٚ ٌأ داسأ ارإ مخشنا ٌبك ٔ , جأصأ ٍّ ٓن
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 ذنضَؤف ,كنر ٍػ ّىهس ٔ ّٛهػ الل ّٗهط مئسف بخٔص ٙن ٌّ إ :ذنبل حأشًنا
)ءبسُنا ٍي دبُظسًنأ(100 
“Dikemukakan oleh Ath-thabrani dari Abdullah bin Abbas berkata: 
“ayat tersebut diturunkan pada waktu perang Hunain, ketika Allah 
memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam dan 
mendapatkan tawanan beberapa wanita ahli kitab yang telah 
bersuami. Ada seorang laki-laki apabila ingin menggauli perempuan 
tersebut, wanita itu berkata: sesungguhnya saya sudah bersuami. Lalu 
bertanyalah ia kepada Rasulullah mengenai hal tersebut. Maka 
turunlah ayat: “dan (diharamkan menikahi) wanita-wanita yang 
bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki.” 
 
Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa seorang laki-laki 
diharamkan untuk menikahi perempuan yang bersuami. Dengan kata lain 
ayat di atas merupakan dalil Al-qur‟an atas haramnya perkawinan 
poliandri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang 
bersuami maka akad yang dilakukannya itu batal.  
Adapun hadits nabi yang berkaitan dengan perkawinan poliandri 
adalah 
 بُثّذز ٔ وب ًّ ْ بَشجخأ شٛثك ٍث ذ ًّ سي بُثّذز ٔ وبشْ بُثذز ,ىْٛاشثإ ٍث ىهسي بُثّذز
 ٍػ حشًس ٍػ ٍسسنا ٍػ حدبزل ٍػ ُٗؼًنا دب ًّ ز بُثّذز مٛػبًسإ ٍث ٗسٕي
 :لبل ّىهس ٔ ّٛهػ الل ّٗهط ّٙ ّجُنابًُٓي ل ّٔ لأن ٙٓف ٌّبٛنٔ بٓخ ّٔ ص حأشيا بًّٚأ ٔ ,
ٕٓف ٍٛهخس ٍي بؼٛث عبث مخس بًّٚأ بًُٓي ل ّٔ لأن )دٔاد ٕثأ ِأس(  
101
 
“Telah menceritakan kepada kami muslim bin Ibrahim, telah 
menceritakan kepada kami hisyam, dan telah menceritakan kepada 
kami muhammad bin kas}i>r, telah mengabarkan kepada kami 
Hammam, telah menceritakan kepada kami musa bin isma‟il dan telah 
menceritakan kepada kami hammad secara makna, dari qata dah dari 
al-hasan ibn samurah dari Nabi Muhammad saw bersabda: setiap 
wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka ia menjadi hak 
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bagi wali yang pertama diantara keduanya dan setiap orang yang 
menjual sesuatu kepada dua orang, maka barang tersebut menjadi 
hak bagi orang pertama (membeli) diantara mereka berdua” (H.R. 
Abu> Da>wud) 
 
Hadits di atas menerangkan bahwa wanita yang dinikahkan oleh dua 
orang wali secara berurutan, maka pernikahan yang dianggap sah adalah 
yang dilakukan oleh wali yang pertama. Berdasarkan dala>lah al-iqtid}a> 
hadits tersebut juga menunjukan bahwa tidaklah sah pernikahan wanita 
kecuali dengan satu orang suami.
102
 
Dengan demikian jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas 
wanita muslimah, baik berdasarkan dalil Al-qur‟an maupun dalil al-hadis 
yang telah dijelaskan di atas. 
 
3. Poliandri Menurut Hukum Positif 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut 
asas monogami, yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, 
dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di 
dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pula bahwa seorang suami boleh 
untuk memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, tetapi 
tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat yang sangat ketat dan telah 
ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, syarat yang paling utama 
adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya agar tidak 
timbul kecemburuan.  
Segala bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip 
monogami, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam hukum positif 
adalah melanggar dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan 
ketentuan yang berlaku.
103
 Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tersebut telah disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali 
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perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal 
yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang ini. Sehingga 
dapat difamahi bahwa seorang perempuan yang masih terikat tali 
perkawinan dengan laki-laki lain tidak boleh untuk menikah lagi sebelum 
pernikahannya itu putus dan telah habis masa iddahnya.  
Wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak 
tinggal bersama, masih terikat dalam tali perkawinan, apabila wanita 
tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan 
suaminya dan telah melewati masa iddah (waktu tunggu). Waktu tunggu 
tersebut diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 
Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Pasal 39 
 
1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 
ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut: 
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 
ditetapkan 130. 
b. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu bagi 
yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan 
sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang 
bulan ditetapkan 90 hari. 
c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan 
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena 
perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya 
elum pernah terjadi hubungan kelamin. 
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu 
tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi 
perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu 
dihitung sejak kematian suami.  
 
Melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih 
terikat perkawinan dengan pria lain merupakan salah satu bentuk 
perkawinan yang dilarang oleh Islam dan juga hukum positif yang berlaku 





Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang 
wanita karena keadaan tertentu: 
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 
dengan pria lain 
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain 
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
Hikmah utama dalam pengharaman poliandri adalah untuk menjaga 
kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak. Anak yang sejak 
berada dalam kandungan telah memiliki hak, dan harus mendapat 
perlindungan kepastian hukum. Namun keharaman poliandri bukan semata-
mata disebabkan karena khawatir akan terjadinya ketidakjelasan keturunan. 
Tetapi karena semata-mata keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah 
SWT. Buktinya, poliandri tetap haram dilakukan oleh seorang wanita yang 
mandul. Kalau seandainya keharamannya hanya karena khawatir akan 
terjadi kerancuan dalam masalah keturunan, seharusnya wanita mandul 
boleh berpoliandri. Sebab dia tidak akan memiliki keturunan, sehingga tidak 
akan timbul masalah ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkannya tersebut. 
Apabila wanita melakukan poliandri, maka perkawinannya tersebut tidaklah 






BAB III  
PRAKTEK POLIANDRI DI DESA SIGEDONG KECAMATAN 
BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL 
 
A. Profil Umum Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 
1. Kondisi Geografis Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 
Desa Sigedong merupakan salah satu bagian dari wilayah kecamatan 
Bumijawa kabupaten Tegal. Berikut rincian yang meliputi klasifikasi tanah dan 
ukurannya sebagaimana terlampir dalam tabel. I. 
Tabel. I. 
Klasifikasi Tanah Desa Sigedong 
No. Klasifikasi tanah Ukuran (ha) 
1. Tegalan  223.410    
2. Perhutanan 700.000 
3. Permukiman  135.700    
 Total  1.059.110 
 
Tabel diatas menjelaskan bahwa desa Sigedong memiliki total luas wilayah 
1.059.110 Ha, dari luas wilayah tersebut, desa Sigedong terdiri dari 223.410 Ha 
tanah tegalan , 700.000 Ha tanah perhutanan, 135.700  Ha permukiman warga. 
Desa Sigedong terdiri dari 4 Rukun Warga (RW), dan 35 Rukun Tetangga (RT). 





tipologinya sebagai dataran tinggi. 
Berikut Penulis juga jelaskan batasan-batasan wilayah desa Sigedong 








Batasan-Batasan Wilayah Desa Sigedong 
No Batasan Wilayah Daerah 
1 Sebelah Utara  Desa Batumirah 
2 Sebelah Selatan  Kabupaten Brebes 
3 Sebelah Timur  Desa Guci 
4 Sebelah Barat  Desa Dukuh Benda 
 
2. Kependudukan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 
Sampai bulan Januari 2018, jumlah penduduk desa Sigedong kecamatan 
Bumijawa kabupaten Tegal terdiri dari 2634 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 
penduduk 7239 jiwa yang terdiri dari 3709 laki-laki dan 3530 orang perempuan . 
Adapun rincian data kependudukan dapat penulis sajikan sebagai berikut: 
a. Menurut jenis kelamin 
Tabel. III.  




0-15 Tahun 1810 Jiwa 
16-60Tahun 1705 Jiwa 
>60 Tahun 724 jiwa 
 
b. Menurut mata pencaharian  
Tabel. IV.  
Data Pendudukan Desa Sigedong Berdasarkan Mata Pencaharian
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 Data Monografi Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 
Mata pencaharian Jumlah 
PNS 6 Jiwa 
Pensiunan  6 Jiwa 

















 Dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah 
atau berkurang, diakibatkan adanya angka kelahiran dan kematian, di samping itu 
adanya perpindahan penduduk dari desa Sigedong ke daerah-daerah lain atau 
sebaliknya dari daerah-daerah lain masuk ke desa Sigedong. 
Selanjutnya, penulis juga tampilkan struktur pemerintah desa Sigedong 
kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal tahun 2018. 
Tabel. V.  
Susunan Kepemerintahan Desa Sigedong
106
 
No Nama Jabatan 
1. Damirin Kepala Desa 
2. Surono  Sekretaris Desa 
3. Daryono Kasi Pemerintahan 
4. NUdin Kasi Pemberdayaan 
5. Abdul Munir Kasi Pelayanan Umum 
6. Ponijan Kaur Umum 
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 Wawancara dengan Bapak Surono selaku sekretaris desa Sigedong di kediamannya 
pada tanggal 08 Januri 2018 Pkl. 18.30 WIB 
Petani 1500 Jiwa 
Buruh tani 1015 Jiwa 
Industri kecil  2 Jiwa 
Buruh industrI 10 Jiwa 
Tukang kayu  75 Jiwa 
Pedagang 245 Jiwa 
Tukang batu  50 Jiwa 
Penjahit 10 Jiwa 
Sopir  30 Jiwa 
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7. Abdul Basir Kaur Keuangan 
8. Runtono Kaur Perencanaan 
9. Satori Kadus I 
10. Sikin Kadus II 
11. Ahmad Maftuhin Kadus III 
12. Tohirin Staff  
 
Berikut adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan pada 
susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Sigedong kecamatan Bumijawa 
kabupaten Tegal: 
1) Kepala Desa 
 Tugas pokok Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan 
pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan BPD, 
menyelenggarakan pembangunan desa, membina kegiatan kemasyarakatan di 




2) Sekretaris Desa 
         Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur 
teknis dan wilayah, memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa 
dan keadaan umum desa, merumuskan program kegiatan desa, melaksanakan 
urusan surat menyurat, kearsipan, evaluasi dan laporan, mengadakan dan 
melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat, menyusun 
rancangan APBDesa, mengadakan kegiatan inventarisasi kekayaan desa, 
melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi 
pertanahan, melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat desa, 
melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan 
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3) Kasi. Pemerintahan  
Tugas pokok kasi. pemerintahan adalah: merencanakan, melaksanakan, 
mengendalikandan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan 
ketertiban masyarakat desa, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan 
administrasi kependudukan tingkat desa, mencatat dan melaksanakan serta 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan kartu tanda 
penduduk (KTP), mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi 
pertanahan tingkat desa,  memantau kegiatan sosial politik di desa, 
melaksanakan dan mencatat kegiatan kemasyarakatan, menyusun laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, mencatat dan melaksanakan 
penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa, serta 




4) Kasi. Pemberdayaan 
 Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi 
pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan masyarakat, 
menginventarisir  dan memantau pelaksanaan pembangunan dan administrasi 
pembangunan tingkat desa, mencatat dan melaksanakan serta mempersiapkan 
bahan guna musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) desa, 
mencatat dan melaksanakan pembinaan perkoperasian, pertanian pengairan, 
perekonomian dan pembangunan lingkungan hidup, menyelenggarakan 
pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat.
110
 
5) Kasi. Pelayanan umum 
Tugas pokok Kasi. Pelayanan umum adalah: melaksanakan pencatatan dan 
administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk, mengendalikan dan mengevaluasi 
kegiatan penyandang  masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya, 
melaksanakan pendampingan kepala keluarga miskin, mengendalikan dan 
mengevaluasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan, mencatat dan mengikuti 
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kegiatan peserta jemaah haji, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan 
dan mengevaluasi kegiatan keagamaan, mencatat dan melaksanakan kegiatan 




6) Kaur. Umum 
Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada 
masyarakat Maupun rumah tangga desa: Melaksanakan pengadaan dan 
pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak / tidak bergerak, surat 
menyurat dan kearsipan, Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan 
urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, Melaksnakan tugas 
lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.
112
 
7) Kaur. Keuangan 
Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan: menyiapkan, menyusun 
bahan penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan perhitungan APBDesa, 
melaksanakan penatausahaan keuangan desa, mencatat dan melakukan 
kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa, melaksanakan dan 
mencatat penghasilan kepala desa dan perangkat desa, menyiapkan bahan 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan, penggalian dan 
pengembangan sumber-sumber pendapatan, serta menyiapkan konsep 




8) Kaur. Perencanaan 
Membantu Sekretaris Desa dalam hal perencanaan: mengumpulkan 
bahan dan data yang  berhubungan dengan aset desa, melaksanakan 
perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan 
prasarana, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis 
pelaksanaan inventarisasi kekayaan desa, mengatur  penggunaan, pemeliharaan 
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dan pengurusan tanah desa, bangunan desa, dan barang inventarisasi desa, 
menyusun laporan pengelolaan aset desa, dan melaksanakan pemantauan dan 






Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun merupakan unsur pembantu 
Kepala Desa sebagai satuan tugas  kewilayahan, dengan jumlah disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, tugas pokonya adalah: 
membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun, membina 
perekonomian masyarakat, menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan 
masyarakat, menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku di desa dan di wilayah dusun, menjaga kelestarian adat 
istiadat yang  hidup dan berkembang  di masyarakat, serta menggerakan 




3. Kondisi Sosial Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 
Penduduk desa Sigedong sangat memperhatikan pendidikan untuk anak-
anaknya, khususnya dalam pendidikan non-formal atau pendidikan keagamaan. 
Kabanyakan penduduk desa Sigedong lebih mengutamakan pendidikan agama 
dibandingkan dengan pendidikan umum, hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
anak-anak yang menimba ilmu di pondok pesantren namun tidak sedikit dari 
mereka yang tidak melanjutkan pendidikan formal mereka. Hal ini disebabkan 
oleh faktor ekonomi dan juga mindset warga masyarakat itu sendiri yang 
menganggap bahwa pendidikan formal hanyalah bekal duniawi semata sehingga 
tidak perlu untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat Menengah Atas 
atau perguruan tinggi. Padahal sejatinya pendidikan agama dan pendidikan umum 
harus berjalan seiringan. Namun seiring berjalannya waktu, masyrakat mulai 
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Sampai saat ini desa Sigedong memiliki fasilitas umum yang cukup 
memadai, seperti tempat ibadah, sekolah, sarana olahraga dan sebagainya. Adapun 
rinciannya sebagai berikut: 
Tabel. VII. 
Data Jumlah Fasilitas Umum Desa Sigedong
117
 
No. Jenis Sarana Jumlah (Unit) 
1. Masjid 7 
2. Musholla 25 
3. Madrasah Diniyyah 5 
4. TK Al-qur’an 5 
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No. Jenis Pendidikan Jumlah 
1. Tidak tamat SD 329 
2. Tamat SD 1109 
3. Tamat SLTP 543 
4. Tamat SLTA 275 
5. Diploma/Sarjana 21 
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5. Taman Kanak-kanak 1 
6. Sekolah Dasar 5 
7. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 2 
8 Balai Desa 1 
9. Gedung Pertemuan 1 
10. Lapangan Olahraga 1 
11. Posyandu 1 
 
4. Kondisi Ekonomi Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 
Sebagian besar masyarakat desa Sigedong bermata pencaharian sebagai 
petani sayur-mayur, baik di musim kemarau maupun musim penghujan. 
Sedangkan sebagian penduduk yang lainnya bermata pencaharian sebagai buruh 
tani, tukang bangunan dan karyawan swasta.  
Kondisi ekonomi masyarakat desa Sigedong tergolong menengah ke bawah, 
mengingat mayoritas pendapatan utama adalah hasil pertanian yang tidak tetap, 
tak jarang banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hasil dari tanamannya 
karena kondisi cuaca yang tidak menentu berakibat pada kesuburan tanaman 
tersebut. Sehingga pemerintah desa Sigedong selalu berusaha untuk meningkatkan 
lagi ekonomi yang ada, hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang dilakukan 
pemerintah desa guna meningkat ekonomi warga masyarakat desa Sigedong: 
a. Pelatihan pertanian  
       Kondisi tanah di desa Sigedong tergolong ke dalam golongan yang subur 
sehingga sangat cocok untuk kegiatan cocok tanam. Akan tetapi hal tersebut 
juga harus dibarengi dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan 
pertanian agar hasilnya bisa maksimal, sehingga pendapatanpun bisa naik dan 
bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 
pemerintah desa Sigedong mengadakan berbagai pelatihan pertanian yang 
diadakan rutin dan juga melakukan pendampingan terhadap kelompok tani 
yang sudah terbentuk guna menyampaikan aspirasi ataupun bantuan kelompok 
tani kepada pemerintah daerah atau dinas berkaitan. 
b. Pelatihan kegiatan desa wisata 
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 Selain memiliki tanah yang subur, desa Sigedong juga memiliki alam yang 
masih sangat sejuk dengan keindahan alamnya sebagai salah satu pegunungan 
yang berada di kabupaten Tegal. Dengan kondisi tersebut, maka ada peluang 
yang besar untuk menjadikan desa Sigedong menjadi desa wisata alam. Peran 
pemerintah desa Sigedong di sini memberikan pelatihan desa wisata kepada 
masyarakat. Keberhasilan ini dapat dilihat dari adanya beberapa wisata baru di 
desa Sigedong, seperti wisata curug Canthel dan juga oemah pinus. Dengan 
adanya wisata ini maka masyarakat sekitar juga akan mendapatkan 
keuntungannya dalam hal ekonomi. Dan baru-baru ini tepatnya pada tanggal 31 
JanU 2018, desa Sigedong resmi dinobatkan sebagai desa wisata kampoeng 
sayur.  
c. Pemberdayaan PKK rutinan  
 Kelompok ibu-ibu PKK di desa Sigedong ini terbilang aktif. Hal tersebut 
dapat dilihat dari adanya berbagai agenda rutin yang dilakukan, salah satunya 
adalah dengan adanya pelatihan-pelatihan yang salah satu tujuannya adalah 
meningkatkan ekonomi anggota masyarakat. 
 
5. Kondisi Budaya Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal  
Sebagian besar budaya masyarakat desa Sigedong dipengaruhi oleh ajaran-
ajaran Islam, dan budaya tersebutlah yang selalu dipertahankan oleh masyarakat 
sejak dahulu hingga sekarang. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan 
juga ilmu pengetahuan, banyak budaya yang hangus termakan waktu dan tidak 
diteruskan lagi oleh masyarakat desa Sigedong. Contoh budaya masyarakat desa 
Sigedong dalam hal upacara adat yang terpengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam 
adalah selamatan, upacara pernikahan.  
Selain budaya positif yang hidup di tengah masyarakat, pemerintah desa juga 
memiliki langkah preventif untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya 
suatu kejadian yang tidak diinginkan dengan mengadakan berbagai penyuluhan 
terutama tentang bahaya narkoba. Sehingga dengan adanya penyuluhan tersebut, 
diharapkan warga masyarakat desa Sigedong, khususnya para remaja tidak akan 
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terbawa oleh budaya negatif yang justru akan merusak dan menghancurkan masa 
depan mereka.  
 
6. Kondisi Keagamaan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal  
Masyarakat desa Sigedong kecamatan Bumijawa semuanya beragama Islam, 
sehingga setelah aktifitas sehari-hari mereka dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
hidup, mereka juga aktif di dalam aktifitas keagamaan yang ada di lingkungan 
tersebut. Aktifitas keagamaanpun tidak jauh berbeda antara satu dukuh dengan 
dukuh yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jamiyyah pengajian yang 
rutin dilaksanakan setiap minggunya, baik itu dari kalangan bapak-bapak maupun 
ibu-ibu. Para remaja masjidpun ikut berperan aktif dalam aktifitas keagamaan 
yang ada. Hal ini dapat dilihat dari program-program rutin mereka.  
Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warga masyarakat desa Sigedong 
bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmaniyyah dan kebutuhan 
ruhaniyyah karena dalam kegiatan-kegiatana tersebut warga masyarakat diberikan 
materi-materi keagamaan sebagai bekal untuk menjalani hidup sesuai dengan apa 
yang telah diatur oleh Allah SWT. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, 
terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat 
desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, di antaranya 
a. Barzanji 
       Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab 
maulid barzanji ataupun kitab maulid lainnya yang dilakukan di masjid, 
musholla dan juga di rumah anggota jamiyyah sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentikan. Untuk kelompok bapak-bapak biasanya dilakukan pada malam hari, 
khususnya kamis malam, adapun untuk kelompok ibu-ibu biasanya kegiatan ini 
dilakukan pada senin atau jum’at siang. 
b. Tahtim Al-qur’an 
       Kegiatan ini dilakukan setiap satu bulan sekali di masjid dan musholla 
yang waktunya telah ditentukan berdasarkan urutan jadwal yang telah 
disepakati bersama. Kegiatan ini baru berjalan satu tahun terakhir tetapi 




       Kegiatan tahlil merupakan pembacaan kalimat-kalimat t}oyyibah yang 
dilakukan oleh masyarakat desa Sigedong pada saat memiliki hajat, baik itu 
hajatan pernikahan. 
d. Mana>qib 
       Mana>qib adalah kegiatan memnbaca kitab mana>qib, khusunya mana>qib 
Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani yang biasanya dilakukan di rumah penduduk 
yang memiliki hajat tertentu, seperti walimatul ursy atau walimatul khitan. 
e. Pengajian umum 
       Pengajian ini merupakan kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh 
masyarakat desa Sigedong. Kegiatan pengajian umum ini biasanya diadakan 
ketika hari-hari besar Islam, seperti memperingati isra mi’raj, maulid Nabi 
ataupun halal bihalal, dan juga diadakan oleh warga masyarakat yang memiliki 
hajat tertentu. 
Selain kegiatan keagamaan yang telah disebutkan di atas, masyarakat desa 
Sigedong juga aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di desa 
ataupun pondok pesantren di sekitar desa Sigedong.  
 
B. Deskripsi Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa 
Kabupaten Tegal 
Poliandri adalah keadaan dimana istri memiliki suami lebih dari satu orang 
dalam waktu yang bersamaan. Perkawinan seperti ini telah dipraktekan oleh 
warga dusun Kali Suren desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal 
yakni ibu W. Ibu W adalah seorang perempuan asli desa Sigedong kecamatan 
Bumijawa kabupaten Tegal yang berusia 28 tahun. Pekerjaan sehari-harinya 
adalah ibu rumah tangga. Perempuan yang sejak lahir beragama Islam ini menikah 
pertama kali ketika berumur 18 tahun, dengan Bapak D yang saat itu berumur 31 
tahun.  
Perkawinan ibu W dengan bapak D dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 
2008 yang berlangsung di rumah ibu W dengan disaksikan oleh Pejabat Pencatat 
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Nikah (PPN) Kecamatan Bumijawa sehingga perkawinan pertamanya ini 
tercatatkan dengan butkti adanya buku nikah dari KUA setempat. Adapun yang 
menjadi wali nikah adalah ayah dari ibu W, yakni bapak S, adapun ijab nikah 
dilakukan oleh bapak penghulu. Seperti kebiasaan masyarakat pada umumnya, 
bahwa sebelum ijab qabul dilangsungkan maka calon mempelai pria dibimbing 
terlebih dahulu untuk melafadzkan sighot qabul. Namun setelah beberapa kali 
dibimbing oleh bapak penghulu, bapak D tidak bisa melafadzkan qabul yang telah 
diajarkan oleh bapak penghulu, hanya kata-kata “tidak bisa” yang dapat dilafalkan 
oleh bapak D dan dari sinilah diketahui bahwa bapak D tersebut mengalami cacat 
mental. Akhirnya penghulu menanyakan kepada wali dari ibu W, apakah 
pernikahan akan tetap dilanjutkan dengan keadaan yang demikian. Karena sudah 
terlanjur membuat acara, akhirnya walipun tetap bersikukuh untuk tetap 
melanjutkan akad nikah tersebut. Kemudian penghulupun melanjutkan akad 
nikah, beliau mengucapkan ijab seperti pada umumnya, bapak Dpun hanya bisa 
menjawab “iya”, namun disepakati dalam majelis bahwa akad tersebut sah. 
Sehingga pernikahan pertama ibu Wpun tercatat di KUA Bumijawa dan 
mendapatkan akta nikah.  
Setelah pernikahan dilangsungkan keduanya hidup bersama di rumah orang 
tua ibu W. Namun pernikahan tersebut berjalan seumur jagung. Ibu W 
menjelaskan bahwa pernikahan pertamanya tersebut hanya bertahan tidak lebih 
dari 10 hari. Setelah itu keduanya pisah, bapak D pun pulang ke rumah orang 
tuanya. 
Ibu W memberikan keterangan bahwa suaminya itu memiliki 
keterbelakangan mental, hal tersebut juga dibenarkan oleh tetangga dari ibu W. “si 
Win nikah karo U lagi tahun 2008, kayonge kur seminggu tok trus pisahan. 
Karena fisike kurang, cacat mental. Cacat mentale ari ditakoni kui angel ora 
nyambungan, yawes pokoke kur plonga-plongo tok. Kwe cacat mentale sejak 
sedurunge akad nikah
118
 (si Win menikah dengan U pada Tahun 2008, pernikahan 
tersebut berjalan kurang lebih satu minggu, karena U (suami) menderita cacat 
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mental. Contoh dari cacat mentalnya tersebut adalah lambat dalam berkomunikasi. 
Meskipun terkadang ia memahami maksud dari suatu pembicaraan akan tetapi ia 
tidak bisa meresponnya dengan cepat. Ketika seseorang mengajaknya 
berkomunikasi, maka ia hanya diam sambil menengok ke kanan dan ke kiri dan 
cacat mentalnya tersebut ada sebelum akad nikah.  Alasan ibu W ini ingin 
berpisah karena adanya cacat mental yang ada dalam diri bapak D, sehingga 
keharmonisan di dalam rumah tanggapun susah untuk diciptakan.  
Setelah bapak D pulang ke rumah orang tuanya, keduanya baik ibu W dan 
bapak D tidak saling melakukan komunikasi, baik langsung maupun via 
telephone. “sakwise mas U balik kui ya wis laka komunikasi apa-apa”119(setelah 
bapak U pulang ke rumahnya, kita sudah tidak ada komunikasi apapun).  Dan 
setelah perpisahan tersebut, bapak D tidak pernah mengucapkan ikrar talak dan 
juga belum ada gugatan yang diajukan oleh ibu W ataupun izin cerai dari pihak 
bapak D yang ditujukan ke Pengadilan Agama setempat. Dari pernikahan ini 
kedunya belum dikaruniai keturunan.   
Kemudian pada tahun 2010 ibu W melangsukan perkawinan untuk yang 
kedua kalinya dengan bapak SU yang berasal dari kecamatan Sirampog kabupaten 
Berebes. Orang tua dari ibu Wlah (bapak S) yang membujuknya untuk menikah 
lagi setelah dua tahun berpisah dengan suami pertamanya yang menderita cacat 
mental. Meskipun ibu W masih berstatus sebagai istri dari bapak D namun hal 
tersebut tidak menghalanginya untuk menikah lagi. Namun karena pernikahannya 
dengan bapak D tersebut belum mendapatkan akta cerai, sehingga pernikahannya 
yang kedua ini tidak bisa dicatatkan di KUA setempat, yaitu KUA Kecamatan 
Bumijawa. Untuk mensiasati hal tersebut dan agar pernikahan yang keduanya 
dapat dicatatkan, akhirnya pernikahan ibu W ini dilangsungkan di daerah tinggal 
calon suaminya, yakni di KUA kecamatan Sirampog kabupaten Brebes pada hari 
kamis tanggal 1 April 2010.  
Pernikahan keduanyapun dapat dilangsungkan dan dicatatkan di KUA 
kecamatan Sirampog kabupaten Brebes, hal ini dibuktikan dengan adanya buku 
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nikah dari KUA tersebut. Sehingga secara legal mereka sudah berstatus suami 
istri. Hal tersebut juga ditegaskan oleh pelaksana tugas Kepala KUA bahwa 
pernikahan tersebut benar-benar tercatat di KUA Sirampog pada tanggal 1 April 
2010. Dari daftar register pernikahan bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan 
untuk melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi semua dan dalam pernikahan 
ini keduanya tercatat sebagai perawan dan jejaka. Wali juga menjelaskan bahwa 
hal ini sudah disiati sebelum akad nikah dilangsungkan di KUA guna 
memperlancar akad nikah tersebut sehingga pihak KUA tidak akan mengetahui 
kebenarannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak 
Muhammad Fauzi selaku pelaksana tugas kepala KUA Sirampog bahwa pihak 
KUA sama sekali tidak mengetahui bahwa ketika dilangsungkan perkawinan, ibu 
W masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain, jika saksi dari kedua belah 
pihak ataupun hadirin ada yang mengatakan hal tersebut, maka pernikahan tidak 
akan dilangsungkan.
120
 Kemudian keduanya tinggal bersama di rumah ibu W 
sampai keduanya dikaruniai satu orang anak yang saat ini berusia 6 tahun.  
Pada awal pernikahannya tersebut, rumah tangga mereka berjalan cukup 
harmonis. Beberapa masalah dalam rumah tangganya dapat mereka selesaikan 
dengan kepala dingin. Pada tahun kelima perkawinannya dengan bapak SU, yakni 
pertengahan tahun 2015 suami pertama ibu W (bapak D) mengajukan izin cerai ke 
Pengadilan Agama Slawi. Yang pada akhirnya izin tersebut dikabulkan oleh 
Pengadilan Agama sehingga ikatan perkawinan yang pertama baru putus pada 
tahun 2015.  
Rumah tangga ibu W dan bapak SU mulai berantakan karena begitu banyak 
masalah yang timbul, yang diketahui dari wawancara penulis dengan ibu W 
bahwa faktor utamanya adalah ekonomi. Diketahui bahwa bapak SU jarang 
memberikan uang belanja atau nafkah kepada ibu W dan anaknya, juga karena 
sifat tempramental bapak SU yang sering berbuat kasar kepada ibu W. Hal 
tersebut akhirnya dapat diketahui oleh orang tua ibu W (bapak S) yang rumahnya 
berdampingan. Tak terima dengan apa yang dilakukan oleh bapak SU kepada 
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anaknya, bapak dari ibu Wpun akhirnya memerintahkan bapak SU untuk pulang 
ke rumah orang tuanya. Karena dia sudah tidak bertanggung jawab kepada 
istrinya yakni jarang memberikan nafkah dan sering berbuat kasar kepadanya. Ibu 
W berpisah dengan bapak SU pada akhir tahun 2016.  
Setelah bapak SU kembali ke kampung halamannya, ibu W menjalani hari-
harinya dengan anak semata wayangnya dari hasil pernikahan dengan bapak SU. 
Namun tak lama setelah perpisahan tersebut akhirnya ibu W menikah lagi dengan 
seorang laki-laki yang bernama bapak F. Perkawinan ini juga tak lepas dari 
dorongan ayah Ibu W. Perkawinannya dengan bapak F ini adalah perkawinan sirri 
karena tidak dicatatkan yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 2017. Pada saat 
penulis melakukan penelitian ini, keadaan ibu W adalah sedang mengandung 6 
bulan. Anak yang dikandungnya tersebut adalah anak hasil perkawinannya dengan 
bapak F. Sampai detik ini ibu W masih belum bisa bernafas lega karena 
perkawinannya yang ketiga ini belum bisa mendapatkan akta nikah yang tentu 
akibatnya adalah kepada anak yang akan dilahirkannya.  
 
C. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Poliandri Di Desa Sigedong 
Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 
Pernikahan yang dilakukan oleh ibu W tak lepas dari peran aktif ayah 
kandungnya, yakni bapak S. Akan tetapi masih ada faktor lain yang menjadi 
penyebab adanya praktek poliandri tersebut. Dari hasil wawancara yang penulis 
lakukan, diketahui beberapa faktor penyebab terjadinya praktek poliandri yang 
dilakukan oleh ibu W di desa sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal: 
1. Faktor ketidaktahuan orang tua 
         Bapak S adalah ayah kandung dari ibu W. Perkawinan ibu W tak lepas 
dari campur tangan ayahnya tersebut. Perkawinan pertama, ketika akad nikah 
diketahui bahwa calon mempelai pria memiliki cacat mental, maka wali tetap 
memaksa untuk melanjutkan prosesi akad nikah. Kemudian setelah ibu W 
berpisah dengan suami pertamanya, bapak S lah yang membujuknya untuk 
menikah lagi yang kemudian pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA 
Sirampog. Setelah pernikahan inipun ternyata bapak S masih ikut andil dalam 
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urusan rumah tangga anaknya. Hal ini terbukti dari pengusirannya kepada 
bapak SU yang berakibat pisahnya ibu W dan bapak SU. Tak cukup sampai di 
sini, pernikahan siri yang dilakukan oleh ibu W dengan suaminya, bapak F juga 
atas bujukan bapak S. Dari sini dapat diketahui bahwa wali ikut andil dalam 
seluruh perkawinan ibu W. Apa yang dilakukan oleh bapak S tak lain hanya 
karena rasa kasihan kepada anaknya tersebut, karena ia ingin anaknya berumah 
tangga dengan lebih baik lagi, sehingga hal tersebut terpaksa untuk dilakukan. 
Dari wawancara yang penulis lakukan, wali mengutarakan bahwa ia tidak 
mengetahui secara mendalam tentang hukum kebolehan pernikahan anaknya 
tersebut. 
2. Faktor administratif 
 Administrasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam segala hal, 
termasuk juga hal perkawinan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir 
terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Hasil wawancara 
dengan ibu W bahwa ia melangsungkan perkawinan yang pertama dan kedua 
tersebut sama-sama dicatatkan dan mendapatkan buku nikah. Saat ia 
melangsungkan perkawinan yang kedua, secara hukum Islam maupun hukum 
positif ia masih berstatus sebagai istri orang lain dari perkawinannya yang 
pertama, karena belum ada perceraian. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa 
administratif pada saat itu masih belum maksimal, sehingga istri yang belum 
bercerai bisa menikah lagi, mendapatkan buku nikah, dan juga belum terdeteksi 
secara otomatis seperti pada saat ini. Namun ketika tahun 2017, dimana ibu W 
ingin menikah lagi, ia sudah tidak bisa menikah secara resmi, karena 
administrasi yang sudah maksimal sehingga kecurangan-kecurangan akan 
mudah untuk terdeteksi. 
3. Faktor ekonomi 
       Ekonomi merupakan merupakan faktor penting bagi tegaknya keluarga 
dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam keluarga. 
Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor 
keuangan yang memadai akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. 
Hasil wawancara dengan ibu W dan salah satu keluarga dekatnya bahwa suami 
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ibu W jarang memberikan uang belanja dan juga kebutuhan untuk anaknya 
dikarenakan suaminya adalah seorang pengangguran.  
 Ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya praktek 
poliandri, karena kehidupan yang tidak kunjung membaik dari hari ke hari, 
maka akhirnya ayah dari ibu W memintanya untuk berpisah dengan bapak SU. 
Tak lama kemudian setelah bapak SU pulang ke rumah orang tuanya, ibu W 
menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki 
keadaan ekonomi ibu W. Hal tersebut juga dibenarkan sendiri oleh ibu W: “aku 
pisah karo mas SU gara-gara mas SU jarang aweh duit belanja terus juga sifate 
sing keras, trus aku nikah maning. Ya harapane ben ekonomine luwih apik”121 
(saya berpisah dengan bapak SU karena dia jarang memberikan uang belanja 
dan juga karena siftanya yang keras, sehingga akhirnya aku menikah lagi 
dengan harapan kondisi ekonomi akan lebih baik). Faktor ekonomi ini terjadi 
pada pernikahannya yang kedua, yakni dengan bapak SU. 
4. Faktor pendidikan 
       Rendahnya pendidikan juga merupakan faktor pendukung terjadinya 
praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal, 
terutama pendidikan yang berbasis agama. Rendahnya tingkat pendidikan ini 
akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Bapak S beranggapan bahwa jika 
anaknya (ibu W) menikah lagi, ia berharap akan memperbaiki tingkat ekonomi 
dan juga kebahagian anaknya, padahal statusnya masih menjadi istri orang lain. 
Awalnya bapak S tidak mengetahui sama sekali masalah yang berkaitan 
dengan pernikahan ini, tetapi kemudian Bapak Mudin setempat memeberikan 
penjelasan mengenai pernikahan yang akan dilakukan oleh anaknya, bahwa 
perkawinan tersebut dilarang oleh Islam dan hukumnya haram.  Yang bapak S 
ketahui adalah bahwa sudah menikah dan belum bercerai maka pernikahan 
yang selanjutnya tidak bisa dicatatkan. Tetapi bapak S tidak mengindahkan 
penjelasan tersebut, sehingga ia tetap menikahkan anaknya. Ibu W juga 
rupanya tidak mengetahui hukum pernikahan yang ia lakukan tersebut, 
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sehingga memicunya untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh bapak S 
selaku ayah kandungnya. 
 
D. Pandangan Masyarakat, Tokoh Masyarakat Dan Ulama Setempat Tentang  
Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 
Tidak banyak orang yang mengetahui kasus pernikahan yang dilakukan oleh 
ibu W. Namun pada dasarnya, ulama setempat sangat tidak setuju dengan adanya 
praktek poliandri yang dilakukan di desa Sigedong ini. Begitupun dengan aparat 
pemerintahan desa, mereka juga tidak dapat menerima adanya praktek poliandri 
ini karena pada akhirnya pelaku poliandrilah yang akan merasakan dampak dari 
adanya perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam hal ini peneliti 
ingin mengetahui pandangan-pandangan lain dari beberapa kalangan masyarakat 
desa sigedong, baik itu dari ulama, umara dan juga masyarakat setempat menganai 
praktek yang dilakukan oleh ibu W.  
1. Habib Muhsin Al-munawwar, S.E, S.S.  
       Beliau adalah salah satu ulama yang ada di desa Sigedong kecamatan 
Bumijawa kabupaten Tegal. Beliau merupakan salah satu ulama yang sangat 
dihormati di kalangan warga masyarakat, selain karena ilmu agamanya yang 
mendalam, juga karena pendidikan formalnya. Atas kasus poliandri yang ada di 
desa Sigedong ini beliau memberikan tanggapannya sebagai berikut : 
“Poliandri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang di dalam Islam, 
jangankan poliandri, poligamipun menurut hemat saya sendiri juga tidak 
boleh karena sayaratnya yang sangat berat dan susah, coba kita lihat dan 
fahami secara mendalam ayat tentang kebolehan poligami. Jika melihat 
kasus pernikahan yang dilakukan oleh ibu W perlu kita cermati. Jika 
perkawinan dengan suami pertamanya itu cacat mental karena sebelum 
dilaksanakan akad nikah, maka pernikahan tersebut fasakh atau batal tetapi 
jika cacat tersebut datang setelah akad nikah maka perkawinan yang 
pertama sah. Ini sangat mempengaruhi status hukum perkawinan yang 
kedua dan ketiganya. Jika perkawinan pertama dianggap rusak karena 
cacat mental yang datang sebelum akad maka perkawinannya yang kedua 
dianggap sah sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban antara 
keduanya. Maka ketika perkawinan kedua ini belum bercerai dan istri 
menikah lagi dengan laki-laki lain dengan alasan ekonomi dan lain 
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sebagainya, sungguh ini bukan cara yang dibenarkan oleh Islam, sehingga 
perkawinan yang ketiga ini tidak sah.”122 
 
2. Bapak Surono 
        Beliau merupakan salah satu aparat pemerintah desa Sigedong kecamatan 
Bumijawa kabupaten Tegal. Pada tahun 2017 beliau diberikan amanat untuk 
menjadi sekretaris desa, karena pada tahun sebelumnya beliau menjabat 
sebagai kepala seksi pemerintahan. Beliau termasuk salah satu orang 
mengetahui kasus pernikahan ibu W karena ia pernah berkonsultasi dengan 
bapak Surono tentang masalah perniakahannya tersebut agar pernikahannya 
yang ketiga bisa tercatatkan sehingga ia bisa mendapatkan buku nikah. Dari 
sinilah penulis ingin meminta pendapatnya mewakili pemerintah desa 
Sigedong mengenai praktek pernikahan poliandri yang dilakukan oleh ibu W 
tersebut. Beliau berpendapat: 
“Pada dasarnya pemerintah tidak setuju dengan poliandri, karena biasanya 
seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami akan mengakibatkan 
kurangnya kepastian mengenai keturunan yang dihasilkan, ketidaktahuan 
menentukan ayah biologisnya dari anak yang dilahirkan akibat bentuk 
pernikahan poliandri. Hal ini bisa memicu masalah dalam rumah 
tangganya. Dan dalam hal administrasi kepedndudukan akan sulit 
menentukan ayah kandungnya dan biasanya dalam kartu keluarga dan akta 
kelahirannya akan tercatat anak seorang ibu. Adapun respon masyarakat 
tentang praktek poliandri tersebut seiring dengan kemajuan zaman dan 
ilmu pengetahuan baik pengetahuan agama dan pengetahuan umum yang 
semakin berkembang di desa maka apabila ada wanita yang menikah lagi 
sebelum ia bercerai dengan suami sebelumnya, masyarakat akan mencela 
dan mencibirnya dan mengecap bahwa wanita tersebut adalah wanita yang 




3. Bapak T 
       Bapak T adalah keluarga dari ibu W, beliau juga merupakan seseorang 
yang berpengaruh di lingkungannya. Jarak rumah ibi W dengan bapak tabas 
hanya beberapa rumah saja. Beliau mengetahui pernikahan ibu W. Atas kasus 
tersebut beliau memberikan tanggapan: 
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“Sebagai tetangga dekat setidaknya saya mengetahui kasus pernikahan 
yang dilakukan oleh ibu W. ia menikah pertama kalinya pada tahun 2008 
dengan saudara , kemudian berumah tangga tidak lebih dari 10 hari. Dua 
tahun kemudian ia menikah lagi dengan bapak SU di kecamatan Sirampog, 
sehingga pernikahannya juga tercatatkan. Pernikahan kedua hanya 
bertahan sampai tahun 2016, kemudian setengah tahun kemudian ia 
menikah lagi. Sepengetahuan saya ibu W belum pernah bercerai dengan 
suaminya. Ia baru bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2015, 
tetapi dengan suami kedua yakni bapak SU sampai saat ini belum bercerai, 
padahal statusnya ibu W sudah menikah lagi dan sedang mengandung 
anaknya dari suami ketiga. Saya sudah pernah menasehati ibu W untuk 
bercerai terlebih dahulu sebelum menikah, karena nanti yang akan 
merasakan akibatnya adalah dirinya sendiri, terumata anak-anaknya karena 
tidak bisa membuat akta kelahiran. Tapi sebagai tetangga ya tidak ingin 
untuk ikut campur terlalu dalam ke urusan rumah tangga ibu W. karena 
urusan rumah tangga kan urusan pribadi. Tapi ya tetap saja masyarakat 
menganggapnya bukan sesuatu yang baik dan tidak layak untuk diikuti.”124 
Dari pemaparan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pendapat tiga orang 
dari tiga latar belakang yang berbeda tidak setuju dengan adanya praktek poliandri 
karena hal tersebut sudah sangat jelas keharamannya yang telah diatur di dalam 
Al-qur’an, selain karena hal tersebut pelaku praktek poliandri juga tidak akan 
mendapatkan kepastian hukum dari perkawinannya tersebut sehingga hal ini akan 
mengakibatkan kesulitan dalam hal administrasi kewarganegaraan.  
Terlepas dari tiga pendapat dari tiga orang yang berbeda golongan di atas, 
penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat terkait pernikahan 
poliandri. Dan ternyata masih ada masyarakat yang belum mengetahui keharaman 
pernikahan poliandri ini, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh bapak 
Saefuddin. Ia bekata: “ya kalo satu orang istri memiliki lebih dari satu suami si ya 
ga apa-apa, selagi keduanya sama-sama ikhlas untuk menerima. Jadi ya 
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ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK POLIANDRI DI DESA 
SIGEDONG KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL 
 
A. Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan 
Bumijawa Kabupaten Tegal 
         Pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita 
yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dengan 
terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan sah menurut hukum  
Islam  dan juga hukum positif yang berlaku.  
Adapun salah satu syarat perkawinan bagi wanita yakni, terbebasnya dari 
ikatan tali perkawinan dengan laki-laki lain. Karena ikatan perkawinan 
merupakan salah satu bentuk larangan bagi seorang wanita yang telah ditetapkan 
di dalam Al-qur‟an, namun larangan ini hanya bersifat temporal atau sementara. 
Jadi ketika seorang wanita telah bercerai dengan suaminya dan telah habis masa 
iddahnya, maka ia halal untuk menikah dengan siapapun selagi tidak ada 
halangan lain.  
Dalam bab III telah dijelaskan bagaimana praktek poliandri yang terjadi di 
desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal. Dalam kasus ini, perlu 
analisis yang mendalam agar menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan dasar. 
Karena perkawinan yang telah dilakukan oleh Ibu W ini sudah tiga kali, maka 
penulis harus mengalisanya dari perkawinan yang pertama. 
1. Perkawinan pertama 
Perkawinan pertama ibu W dilakukan pada tahun 2008, dimana pada saat 
akad nikah baru diketahui bahwa calon mempelai pria memiliki cacat mental 
tetapi pada akhirnya wali nikah tetap memaksa untuk melanjutkan akad 
tersebut. Secara kasat mata, syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi, 
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yakni: dua orang mempelai pengantin, wali, dua orang saksi dan juga sighat 
nikah. Tetapi ada dua hal yang perlu penulis analisis, yakni dalam hal „a>qid 
dan juga sighat qabul nikah, tetapi yang tak kalah penting adalah kebolehan 
nikah untuk orang yang lemah akal.  
Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai kebolehan nikah untuk orang-
orang yang lemah akal (keterbelakangan mental). Mereka menitikberatkan 
pada hajat orang yang lemah akal tersebut, apabila terlihat bahwa ia memiliki 
keinginan untuk menikah, maka wali harus menikahkannya. Hal tersebut 
senada dengan yang dicantumkan oleh Yahya> Ibn Abi> Al-Khoir Ibn Sa>lim Al-
‘Imro>ni dalam kitabnya: 
 ..كنزت َّٙ نٕنا ةناط ٔ ,حاكُنا ٗنإ حجاد ّن ٌاك ٌإٔ ٗهػ ٌّ لأ , ّج ّٔ ضٚ ٌأ ّٙ نٕنا ٗهؼف
 ٗهػ قافَلااك ,ّت واٛمنا ّيضهف ,ّذناصي ٍي ازْٔ ,ّن حذهصي ّٛف اي  مؼفٚ ٌأ ّٙ نٕنا
.ّفهذ ٗهغ ّ٘دؤٛف ,ّذذنا ّٛهػ ىٛلؤف ,اَص اًّتس ..ّج ّٔ ضٚ ىن ارإ َّّلأ ٔ .ّذٕغك ٔ ّياؼط
125 
“Apabila ia (safih) memiliki keinginan untuk menikah dan memintanya 
kepada wali, maka wali wajib menikahkannya, karena tugas wali adalah 
melakukan apa-apa yang mempunyai nilah maslahat untuknya, dan 
perkawinan adalah salah satu dari bentuk kemaslahatan untuknya, maka 
ia wajib menunaikan kewajibannya seperti memberikan makanan dan 
juga pakaian. Dan kalau wali tidak menikahkan, barang kali ia malah 
akan melakukan perzinahan yang akan diganjar dengan hukuman had 
dan membawanya kepada sebuah kehancuran.” 
 
Dari pendapat di atas, dapat difahami bahwa seseorang yang lemah akal 
tersebut boleh menikah karena itu m
126
erupakan salah satu bentuk maslahat 
yang berhak didapatkannya. Namun Imam syafi‟I mensyaratkan bahwa orang 
tersebut harus mendapatkan izin dari walinya, sedangkan Hanafi dan Hambali 
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berpendapat bahwa ia akad yang dilakukannya tersebut sah, baik ia 
memperoleh izin walinya ataupun tidak.
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Perbedaan ulama fiqh hanya terletak pada izin dari wali. Sehingga mereka 
bersepakat bahwa orang yang lemah akal boleh menikah seperti orang pada 
umumnya. Abdulloh Ibn Abdul Hakam menyamakan kebolehan nikah orang 
safi>h ini dengan kebolehan nikah untuk hamba sahaya: 
صاج ذٛغنا ِصاجأ ٌإ ذثؼنا حاكَ ٔ ,صاج ّٙ نٕنا ِصاجأ ٌإ ّٛفغنا حاكَ
128
 
“Orang safi>h boleh menikah apabila wali membolehkannya, budakpun 
boleh menikah apabila Tuannya membolehkan” 
Jika dikaitkan dengan kasus perkawinan ibu W dengan suami 
pertamanya (bapak U) dimana notabene ia adalah orang yang lemah akal, 
maka jika ingin melaksanakan akad nikah harus ada izin dari walinya. Dan ia 
sudah mendapatkan izin tersebut.  
Namun yang menjadi masalah kemudian, bolehkah orang yang lemah 
akal tersebut melakukan akad nikahnya sendiri tanpa harus diwakilkan kepada 
orang lain. Para fuqaha mensyaratkan bahwa dua orang yang berakad haruslah 
orang yang berakal. Dalam perkawinan pertama ini, diketahui bahwa 
mempelai laki-laki memiliki keterbelakangan mental (lemah akal) dan dia 
melakukan akadnya sendiri. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa 
keterbelakangan mental atau lemah mental adalah bahwa ia berbeda dengan 
gila. Perbedaan antara gila dan lemah akal adalah jika gila merupakan suatu 
penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya 
pikir, disertai gejolak dan goncangan; sedangkan lemah akal pun merupakan 
suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang menggunakan daya 
pikirnya yang disertai sifat dungu tetapi ia masih bisa berfikir meskipun 
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mempunyai daya faham yang lemah. Dalam hal berbuat hukum, maka perlu 
ditelaah apakah orang yang lemah akal tersebut memiliki keahlian untuk 
menunaikan atapun tidak.  
Keahlian untuk berbuat (menunaikan) dalam istilah ushul fiqh disebut 
dengan ahliyah al-ada>’. Ahliyah al-ada>’ adalah adalah kelayakan seseorang 
untuk dianggap baik ucapan dan perbuatannya menurut syara‟.129 Hal ini 
berarti bahwa segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan 
telah mempunyai akibat hukum. Ahliyah al-ada>’ ini ada tiga kelompok, yakni: 
adi>m ahliyah al-ada>’, ahliyah al-ada>’ al-na>qis}oh dan ahliyah al-ada>’ al-
ka>milah. 
Adi>m ahliyah adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai 
keahlian melaksanakan atau kehilangan melaksanakan. Yang termasuk dalam 
golongan ini adalah anak-anak dan orang gila dalam usia berapapun.
130
 Dan 
ahliyah al-ada>’ al-na>qis}ah atau kecakapan hukum secara lemah, yaitu 
kecakapan berbuat bagi seseorang untuk sebagiannya saja, tidak berwenang 
penuh untuk berbuat. Yang masuk ke dalam kategori ini adalah orang 
Mumayyiz yang belum dewasa dan juga orang yang lemah akal. Sedangkan 
kategori ketiga yakni Ahliyah al-ada>’ al-ka>milah atau kecakapan bertindak 
secara sempurna,
131
 yakni seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, 
yang telah mencapai usia dewasa sehingga dipandang telah mukallaf. 
Jika dilihat dari teori ahliyah al-ada>’ di atas, maka orang yang lemah akal 
termasuk ke dalam kategori kedua, yakni ahliyah al-ada>’ al-na>qis}ah yang 
tindakan hukumnya harus berada di bawah pengawasan wali. Dikatakan 
demikian karena dia terhalang oleh awa>rid} as-sama>wiyyah, yakni kelemahan 
akalnya tersebut yang menyebabkannya tidak bisa berbuat hukum secara 
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sempurna. Sehingga sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukannya tersebut 
tergantung pada izin walinya.  
Meskipun orang yang lemah akal termasuk ke dalam kategori ahliyah al-
ada>’ al-na>qis}ah, tetapi ia sah untuk melaksanakan akad nikahnya sendiri. Hal 
tersebut sesuai dengan pendapat Muhammad Al-zuhaili> berikut ini:  
 ّن ٔ ,لالاػ اغنات ٌٕكٚ ٌؤت ,لاْأ ٌٕكٚ ٌأ ّغفُت حاكُناذمػ ٗنٕذ ارإ جٔضنا ٙف طشرشٚ
 لاف إَُجي ٔأ اشٛغص ٌاك ٌئف .فّشصرنا حٛهْأ ٌأ ةجٚ ٔ ,ّغفُت ذمفنا ٗنٕرٚ ٌأ ّخصٚ
ّفغت ّٛهػ اسٕجذي ٌاك ٌإٔ ,ّٛنٔ ُّػ بُٕٚ  ٔأ ٙنٕنا ّن ٌرؤٚ ٌأ طشرشٛف شٚزثذ ٔأ
 ٗنٕرٛن ىٛمنا ٔا ٙصٕناػمذ .حاكُنا132 
“Disayaratkan untuk mempelai laki-laki apabila ia melakukan akad 
nikahnya sendiri maka ia harus memiliki keacakapan (ahliyah), yakni ia 
sudah baligh dan berakal dan memiliki kecakapan untuk bertasharuf. 
Apabila mempelai laki-laki adalah anak kecil ataupun orang gila maka 
tidak sah untuk melakukan akadnya sendiri, dan harus diwakilkan oleh 
walinya. Dan apabila ia adalah orang yang terhalang sebab kebodohan 
ataupun keborosannya maka disyaratakan izin wali atau wali washi atau 
yang berhak atas perwalian (tuan) untuk melakukan akad nikah.” 
 
Dalam Al-Mu’tamad Fi> Al-Fiqh Al-Sya>fi’I juga disebutkan bahwa orang 
yang lemah akal sah untuk melakukan akad nikahnya sendiri seperti sahnya 
thalaq dan juga khulu‟nya: 
 ذمػ َّّلا , حاكُنا ذمػ ّٙنٕذ ٔ ّغفُت ّج ّٔ ص ءاش ٌإ :ساٛخنات ّٙ نٕناف : ازْ دثث ارإ
ّغفُت ج ّٔ ضرٚ ٌأ ٙف ّن ٌرؤٚ ٌأ سارخا ٌا ٔ .غٛثناك , ّهؼفٚ ٌأ ّٙ نٕهن صاجف , حضٔاؼي 
 ؟غهخنا ٔ قلاطنا ُّي ّخصٚ َّّأ ٖشذ لاأ ,حاكُنا ذمػ مْأ ٍي ّٛهػ سٕجذًنا ٌّ لأ صاج..
 ازْ لاص .. ّٙ نٕنا ّن ٌرا ارئف ,لاًنا شٚزثذ ٍي افٕخ ّّٛنٔ ٌرإ شٛغت ُّي غُي اًَّإ ٔ
 ذمؼٚ ٌأ ٙف ّن ٌرإ ارإ ّذجنا ٔأ بلأا ٌّ ئف , كْاشًنا ّٙ ثصنا فناخٚ ٔ . صاجف ,ُٙؼًنا
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ّغفُت حاكُنا  قلاطنا ُّي ّخصٚ لا ازٓنٔ , حاكُنا ذمػ مْأ ٍي ظٛن ٌّ لأ , ّخصٚ ىن ..
.غهخنأ133 
"Apabila tetap yang demikian itu (ada kemaslahatan dalam perkawinan 
orang safih): maka bagi wali ada khiyar: apabila ia berhendak, maka ia 
menikahkannya dan melakukan akadnya karena akad nikah adalah 
bentuk akad mu’awadhoh maka wali boleh melakukakannya seperti 
halnya jual beli. Dan wali juga bisa memilih untuk mengizinkannya untuk 
menikah dan ia (safih) melakukan akadnya sendiri. Hal yang demikan itu 
dibolehkan karena orang yang terhalang tersebut termasuk dari 
golongan yang memiliki kehalian untuk melakukan akad nikah, apakah 
anda mengetahui bahwa talak dan khuluk dari orang yang terhalang 
tersebut dianggap sah?. Adapun ia dilarang melakukan akad nikah tanpa 
seizin wali adalah karena takut dari pemborosan hartanya, maka apabila 
wali telah mengizinkan, hilanglah larangan tersebut dan ia boleh 
melakukannya. Berbeda dengan anak kecil yang masih remaja, karena 
meskipun ayah dan kakeknya  mengizinkan anak tersebut untuk 
melakukan akad nikahnya sendiri, akad nikah tersebut tidaklah sah 
karena dia tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mempunyai 
kehalian untuk melaksanakan akad nikah, dan untuk ini talak dan 
khuluknya pun tidak sah."  
 
Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bapak U sah 
untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Meskipun ia adalah orang yang 
lemah akal, tetapi ia termasuk ke dalam golongan orang yang mempunyai 
kelayakan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun tidak secara 
sempurna (ahliyah al-ada>’ al-na>qis{{{}ah). Wahbah Al-zuhaili> membahasakannya 
dengan ahl ‘aqd al-nika>h. Disamping itu, bapak U juga telah mendapatkan izin 
dari walinnya. Tetapi masih ada yang perlu dianalisis juga, selain kecakapan 
mempelai laki-laki tersebut, karena seperti yang diketahui bahwa bapak U 
mengucapkan sighat qabul nikah tidak seperti orang pada umumnya, ia hanya 
mengucapkan satu kata “iya”. Hal ini disebabkan oleh keterbatasannya dalam 
berfikir. Tetapi apakah sighot yang demikian itu sah di mata hukum Islam. 
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Dijelaskan bahwa sighat adalah ijab dan qabul, Keduanya menjadi rukun 
akad. Ijab adalah pernyataan dari wali pengantin perempuan seperti, “saya 
nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku, shalihah, dengan maskawin 
seperangkat alat sholat. Tunai”. Sedangkan qabul adalah pernyataan 
penerimaan oleh pengantin laki-laki sebagai jawaban dari pernyataan pihak 




a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai 
c. Memakai kata-kata al-nika>h atau al-tazwi>j atau terjemahan dari kedua kata 
tersebut  
d. Berada dalam satu majlis 
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
f. Antara ijab dan qabul bersambungan 
g. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau 
umroh 
h. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon 
mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. 
Sedangkan untuk calon mempelai yang tidak bisa berbicara ataupun sulit 
untuk berbicara, maka ia boleh mengucapkan sighotnya dengan isyarat 
maupun dengan tulisan. Hal tersebut dijelaskan oleh Wahbah Al-zuhaili> 
berikut: 
نا ممرؼي ٔأ طشخأ ٍٚذلاؼنا ذدأ ٌاك ارإ ذمؼَإ , حتاركنا ٗهػ اسدال ٌ اك ٌئف : ٌاغه
 ٙف ٍكن .جسٔشض آَّلأ , ّحٛؼفاشنا ذُػ ّٗرد قافذلإات ,جساشلإات ذمؼُٚ اًك آت جأضنا
 جسذمنا لاد ٗف حتاركنات  ذمؼُٚ اًَّإ ٔ , جساشلإات ذمؼُٚ لا : ّحٛفُذنا ذُػ جشْاظنا حٚأشنا
نا ٗهػ حنلاذنا ٙف ٖٕفأ حتاركنا ٌّ لأ , آٛهػ ٔ .جساشلاا ٍي لاًردلاا ٍػ ذؼتأٔ ,داشً
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 ٔ قلاطنا ٙف خٚشصنا حنضًُت آَّلأ , جساشلإا ٍي ٗنٔأ قافذلاات حتاركناف : لاد ّمك ٗهػ
.ساشللاا135 
“Jika salah satu bisu atau sulit berbicara: jika dia mampu menulis maka 
akad nikah sah menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah dengan 
menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, 
bahkan oleh para syafiiyyah juga. Karena keadaan tersebut adalah 
darurat. Akan tetapi pendapat para ulama hanafiyyah yang paling 
menonjol mengatakan bahwa dalam keadaan ini akad nikah tidak sah 
dilakukan dengan isyarat dan hanya sah dilakukan dengan tulisan jika 
mampu melakukannya. Karena tulisan lebih kuat dalam menunjukan 
maksud yang diinginkan dan jauh dari berbagai kemungkinan bila 
dibandingkan dengan isyarat. Yang terpenting adalah bahwa menurut 
ulama tulisan lebih utama dibandingkan dengan isyarat. Karena tulisan 
sederajat dengan pernyataan yang sharih (jelas) dalam masalah thalaq 
dan iqrar (pernyataan).”  
Orang yang lemah akal dapat dikategorikan ke golongan di atas, karena ia 
tidak bisa mengucapkan sighot qobul nikah secara sempurna. Karena keadaan 
darurat tersebut maka akadnya boleh menggunakan isyarat. Sayyid Sabiq juga 
berpendapat tentang kebolehan akad nikah dengan menggunakan isyarat: 
ي جساشلإا ٌّ لأ ,ّؼٛت ّخصٚ اًك دًٓف ٌإ ّذساشئت طشخلأا جأص ّخصٚٔ ,ىٓفي ُٗؼ
إ ٔ ّمك ىٓف ٍي ّذت لا ٔ .ٍٛصخش ٍٛت ذمؼنا ٌّ لأ , ُّي ّخصٚ لا ّذساشإ ىٓفذ ىن ٌ
اي آًُي ذدأ .ّثداص ٍي سذصٚ136  
“Dan sah akad nikahnya orang yang tidak dapat berbicara dengan 
menggunakan isyarat jika isyaratnya difahami, seperti sahnya jual beli 
yang ia lakukan, karena isyarat adalah makna yang dapat difahami, 
maka jika ia tidak memahami isyaratnya tersebut akadnya tidak sah, 
karena akad itu terjadi antara dua orang. Dan keduanya harus 
memahami maksud dari yang lainnya.” 
Suami pertama dari ibu W, yakni bapak U mengucapkan sighat qabul 
nikah dengan kalimat “iya”. Setelah ia dibimbing berkali-kali untuk 
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mengucapkan sighat secara sempurna tetapi ia tidak bisa melakukannya 
karena lemah akalnya tersebut. Jika berlandaskan pada dua pendapat di atas, 
maka sighot yang diucapkan oleh mempelai laki-laki tersebut sah. Karena ia 
dalam keadaan darurat, dimana ia tidak bisa mengucapkan sighot tersebut 
secara sempurna (mu’taqol al-lisa>n) dan juga apa yang diucapkannya tersebut 
sudah dapat difahami, baik oleh dirinya sendiri, dan juga yang lainnya 
terutama wali dan dua orang saksi. Sehingga dari perkawinannya yang 
pertama ini timbul akibat hukum yang telah ditentukan, baik di dalam hukum 
Islam maupun hukum positif yang berlaku. Karena keduanya telah sah 
menjadi suami istri. 
2. Perkawinan kedua  
Perkawinan kedua dilangsungkan pada Tahun 2010, dua tahun setelah 
perkawinannya yang pertama. Perlu diketahui bahwa perkawinan ibu W 
dengan bapak U (suami pertama) belum ada ikrar talak dari sang suami 
ataupun putusan pengadilan. Sehingga status ibu W masih sebagai istri sah 
dari bapak U. Namun dalam kondisi yang demikian, ibu W menikah lagi 
dengan bapak SU, yang kemudian perkawinan ini dicatatkan di KUA 
Sirampog. Perkawinan kedua ini terbagi ke dalam dua fase, fase pertama 
yakni pada tahun 2010-2015 dimana ibu W masih berstatus sebagi istri sah 
dari bapak U dan fase kedua adalah dari tahun 2015-2016, dimana ibu W telah 
resmi bercerai dengan bapak U. 
Setelah diketahui dari analisis dai atas bahwa perkawinan pertama itu sah, 
maka sebelum ia bercerai, ia masih menjadi istri sah dari bapak U dan salah 
satu akibat dari adanya akad nikah yang sah adalah timbulnya larangan kawin 
bagi istri yang terikat oleh tali perkawinan atau sebelum beriddah.
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 Maka 
dari itu ibu W haram untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun 
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sebelum ia bercerai dengan suami pertamanya dan telah selesai masa 
iddahnya. Keharaman tersebut sudah dijelaskan oleh Allah dalam firmannya 
 َءاَس َٔ  اَي ْىَُكن َّمُِدأ َٔ  ۚ ْىُكْٛ َهَػ ِ َّاللَّ َبَارِك ۖ ْىُُكَا ًَ ْٚ َأ ْدََكهَي اَي َِّلاإ ِءاَغُِّنا ٍَ ِي ُخَاَُصْذ ًُ ْنا َٔ ٌْ َأ ْىُِكن
 َر 
 َشْٛ َغ ٍَ ُِِٛصْذُي ْىُِكنا َٕ َْيِؤت إَُغرَْثذ  ۚ ًحَضَِٚشف ٍَّ َُْسُُٕجأ ٍَّ ُُْٕذَآف ٍَّ ُُْٓ ِي ِّ ِت ُْىرَْؼر ًْ َرْعا ا ًَ َف ۚ ٍَ ِِٛذفاَغُي
ا ً ِٛكَد ا ً ِٛهَػ ٌَ اَك َ َّاللَّ ٌَّ ِإ ۚ ِحَضَِٚشفْنا ِذَْؼت ٍْ ِي ِّ ِت ُْىرْٛ َضاََشذ ا ًَ ِٛف ْىُكْٛ َهَػ َحَاُُج َلا َٔ 
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, 
kecuali hamba sahaya perempuan (tawanana perang) yang kamu miliki 
sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (perempuan-
perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk 
menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah 
kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka 
sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara 
kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”138 
Makna al-muhs>anat adalah perempuan-perempuan yang telah bersuami 
(telah menikah) yang dilindungi oleh suaminya dan terpisah dari laki-laki 
lainnya ayat ini menjelaskan bahwa diharamkan mengawini al-muhs>anat 
/perempuan yang sudah bersuami atau masih terikat dalam status perkawinan. 
Larangan ini terkait kebiasaan wanita zaman jahiliyyah yang bersuami lebih 
dari satu orang yang disebut داًضنا. Syariat Islam mengharamkan perempuan 
bersuami lebih dari satu.
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Ayat di atas sudah sangat jelas mengharamkan bentuk perkawinan 
poliandri. Karena seorang wanita yang masih terikat dalam tali perkawinan 
dengan orang lain berarti ia masih berada di dalam benteng perlindungan 
suaminya, sehingga orang lain tidak boleh masuk ke dalam. Keharaman 
tersebut juga disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya: 
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 اُثّذد ٔ وا ًّ ْ اَشثخأ شٛثك ٍت ذ ًّ ذي اُثّذد ٔ واشْ اُثذد ,ىْٛاشتإ ٍت ىهغي اُثّذد
 ّٙ ّثُنا ٍػ جشًع ٍػ ٍغذنا ٍػ جدارل ٍػ ُٗؼًنا دا ًّ د اُثّذد مٛػاًعإ ٍت ٗعٕي
لال ّىهع ٔ ّٛهػ اللَّ ّٗهص مجس اًّٚأ ٔ ,آًُي ل ّٔ لأن ٙٓف ٌّاٛنٔ آج ّٔ ص جأشيا اًّٚأ :
آًُي ل ّٔ لأن ٕٓف ٍٛهجس ٍي اؼٛت عات)دٔاد ٕتأ ِأس(  
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“Telah menceritakan kepada kami muslim bin Ibrahim, telah 
menceritakan kepada kami hisyam, dan telah menceritakan kepada kami 
muhammad bin katsir, telah mengabarkan kepada kami Hammam, telah 
menceritakan kepada kami musa bin isma’il dan telah menceritakan 
kepada kami hammad secara makna, dari qatadah dari al-hasan ibn 
samurah dari Nabi Muhammad saw bersabda: setiap wanita yang 
dinikahkan oleh dua orang wali, maka ia menjadi hak bagi wali yang 
pertama diantara keduanya dan setiap orang yang menjual sesuatu 
kepada dua orang, maka barang tersebut menjadi hak bagi orang 
pertama (membeli) diantara mereka berdua” 
 
Kemudian di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat 
larangan untuk melakukan perkawinan poliandri. Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang perkawinan menganut asas monogami. Hal ini 
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1 bahwa pada asasnya dalam 
suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh memepunyai seorang suami. 
Segala bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip monogami, 
sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam hukum positif adalah melanggar 
dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah 
disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang 
lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 
2 dan pasal 4 Undang-Undang ini. Kemudian larangan tersebut juga 
termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam. 
Pasal 40 
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Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang 
wanita karena keadaan tertentu: 
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan 
pria lain 
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain 
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
Dari landasan hukum di atas, dapat difahami bahwa perkawinan poliandri 
tidak memiliki legalitas, baik di dalam hukum Islam mapun di dalam hukum 
positif. Sehingga perkawinan ibu W dengan suami keduanya (bapak SU) 
tersebut tidak sah di mata hukum, baik fase yang pertama maupun fase yang 
kedua. Karena Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa 
pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya, karena para pelaku praktek poliandri ini adalah orang-
orang Islam, maka keabsahannya dikembalikan kepada hukum Islam. 
3. Perkawinan ketiga  
Ibu W menikah untuk yang ketiga kalinya, dengan seorang laki-laki 
bernama bapak F tepatnya pada tahun 2017, dua tahun setalah ada putusan 
pengadilan tentang putusanya perkawinan pertamanya atau kurang lebih 
setengah tahun setelah perpisahannya dengan suami kedua. Perkawinan yang 
ketiganya ini dilakukan secara sirri dan tidak dapat dicatatkan di KUA, karena 
secara administratif ia masih berstatus sebagai suami orang (bapak SU). untuk 
mengetahui sah atau tidaknya  nikah yang ketiga ini, maka harus diruntut dari 
perkawinannya yang pertama. 
Dari hasil analisis pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa perkawinan 
pertamanya tersebut sah menurut hukum Islam dan juga hukum positif. Oleh 
sebab itu, ia berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya (bapak U). 
Meskipun ibu W sudah tidak tinggal bersama lagi. Sehingga ia mempunyai 
larangan sementara untuk menikah dengan laki-laki lain sebelum ia bercerai 
dan menyelesaikan masa iddahnya. Meskipun ibu W sudah tidak tinggal 
bersama lagi, ia masih berstatus istri sah.  
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Dalam keadaan ibu W masih berstatus sebagai istri sah bapak U, ia 
melangsungkan perkawinan lagi dengan laki-laki lain. Perkawinan keduanya 
inilah yang berstatus perkawinan poliandri yang sudah sangat jelas 
keharamannya, baik di dalam Al-qur‟an, as-sunnah maupun Undang-Undang 
yang berlaku. Dalam hukum Islam, perkawinan poliandri termasuk ke dalam 
golongan perkawinan yang bathil dan akad nikah semacam ini dianggap tidak 
pernah terjadi, seperti pendapat Wahbah Al-zuhaili> berikut ini: 
اف  حنضُي شثرؼٚ ٔ ,لٕخذنا ذؼت ٕنٔ جأضنا ساثآ ٍي ءٙش ّٛهػ ةذشرٚ لا مطاثنا جأضن
وذؼنا.141  
“Pernikahan yang tidak sah (batil) mempunyai pengaruh sedikitpun dari 
pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun telah terjadi 
persetubuhan, akad tersebut masih dianggap tidak ada.”  
 
 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa perkawinan ibu W 
dengan suaminya yang ketiga tersebut sah di mata hukum Islam karena ia 
tidak berstatus sebagai suami orang (bapak SU), karena perkawinan yang 
kedua itu dianggap tidak pernah ada/tidak pernah terjadi. Dan juga masa iddah 
dari suami pertama telah habis. Karena masa iddah tersebut dihitung sejak 
putusan pengadilan tepatnya pada tahun 2016 dan ia menikah dengan suami 
ketiganya pada bulan Juli Tahun 2017. Sehingga jarak antara putusan 
pengadilan tersebut dengan perkawinan ketiga sekitar dua tahun.   
Meskipun hukum Islam memandang perkawinan ketiganya itu sah, akan 
tetapi dalam kacamata hukum positif perkawinan tersebut tidak dapat 
dicatatkan karena secara administratif ia masih tercatat sebagai istri dari bapak 
SU (suami kedua). Perkawinan yang keduanya harus dilakukan pembatalan 
terlebih dahulu. Ditegaskan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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tentang Perkawinan, bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat 
diputuskan oleh pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga 
kemungkinan disalahgunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak 
yang tidak bertanggungjawab. Adapun Pengadilan yang berwenang 
membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan dalam daerah hukum dimana 
perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau 
istri, seperti yang dijelaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan. 
Pasal 25 
Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam 
daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal 
kedua suami istri, suami atau istri. 
 
 
B. Analisis Terhadap Faktor Dan Dampak Hukum Praktek Poliandri Di Desa 
Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 
Perkawinan merupakan instrumen yang sangat penting dalam hal 
melangsungkan kehidupan. Dari adanya perkawinan ini biasanya akan 
menimbulkan berbagai konsekuensi, karena hal itulah, hukum mengatur prosedur 
perkawinan guna menghindari kemungkinan negatif yang bisa terjadi di 
kemudian hari. Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa perkawinan harus 
dicatatkan secara resmi, yang pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.  
Pencatatan perkawinan juga sebagai alat kontrol Negara bagi siapapun 
yang akan melangsungkan perkawinan. Karena dengan adanya pencatatan, maka 
perkawinan yang terlarang tidak akan dapat dilaksanakan. Namun tidak semua 
masyarakat melakukan aturan tersebut, karena beberapa hal yang mendorongnya 
untuk tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat demi kemaslahan bersama. 
Contohnya seperti kasus perkawinan dari ibu W, dimana ia melakukan 
perkawinan poliandri tetapi ia perkawinan tersebut bisa dicatatkan. Padahal 
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sejatinya, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melarang bentuk 
perkawinan yang seperti itu.  
Dari hasil wawancara dengan pelaku praktek poliandri, ia menuturkan 
bahwa ia melakukan semua ini dengan harapan bisa hidup lebih baik lagi. Yang 
kemudian penulis klasifikasi faktor pendorong adanya praktek poliandri tersebut 
ke dalam beberapa kelompok. Pertama, adanya bujukan wali yang cukup kuat. 
Hal ini disebabkan karena rasa kasihan seorang wali kepada anaknya, ia tak ingin 
anaknya terus menerus berada dalam kesusahan sehingga ia memerintahkan 
anaknya tersebut untuk menikah lagi dengan laki-laki lain dengan harapan ia bisa 
hidup lebih baik lagi. Kemudian juga karena ada kemauan dari ibu W sendiri. 
Dengan keadaan suami pertamanya yang demikian, ia mengatakan bahwa sangat 
susah diajak berkomunikasi sehingga kebahagian rumah tangga akan sangat sulit 
diciptakan.  
Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan, terutama pendidikan seputar agama. 
Sehingga ia akan dengan mudah melakukan sesuatu tanpa mengetahui 
hukumnya. Dan ketika seseorang memberitahu hukumnya, ia tidak akan 
menghiraukan. Sikap ini lebih tergolong ke dalam penyepelean hukum. Karena 
poliandri terjadi pada pernikahan kedua, maka faktor ekonomi belum begitu 
menonjol. Faktor tersebut yang mendorong ibu W untuk menikah dengan suami 
yang ketiga. Namun yang tidak kalah penting adalah adanya faktor administratif 
yang menjadikan perkawinan poliandri yang dilakukan oleh ibu W ini bisa 
dicatatkan dan ia mendapatkan buku nikah. Kekurangtelitian pegawai dan juga 
kurang maksimalnya sistem pencatatan pada saat itu membuat perkawinan yang 
dilarang oleh agama dan juga Undang-Undang dapat dicatatkan. Tetapi dengan 
semakin majunya sistem pencatatan nikah seperti sekarang ini ditambah dengan 
adanya E-KTP, maka akan akan sulit bagi siapapun untuk mencatatkan 
perkawinan yang dilarang, seperti poliandri. Tetapi perkawinan poliandri tidak 
dibenarkan dengan alasan apapun, seperti alasan alasan yang telah disebutkan di 
atas. Karena keharamannya bersifat muthlak dan tidak dapat digangg gugat. 
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Perkawinan poliandri ini termasuk ke dalam golongan perkawinan yang 
bathil, karena terdapat cacat dalam salah satu rukunnya. Adapun jika terdapat 
cacat dalam syarat sahnya, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang 
fasid (rusak). Pernikahan batil dan pernikahan fasid jika belum terjadi 
persetubuhan maka tidak ada implikasi hukumnya, karena pernikahan tersebut 
bukanlah pernikahan yang sesungguhnya. Adapun pernikahan fasid yang telah 
terjadi persetubuhan maka memiliki akibat hukum. Hal ini seperti dijelaskan 
oleh Imam „Alaudin Abu> Bakr bin Mas’u >d Al-kasani Al-hanafi> berikut ini: 
 آُي واكدأ ّت ّكهؼرٛف , لٕخذنا ذؼت اّيأٔ , لٕخذنا مثل ّن ىكد لاف ذعافنا حاكُنا اّيأ ٔ
 آُئ حمٛمذنا ٙف لٕخذنا ىكد ْٕٔ ,جّذؼنا بٕجٔ آُي ٔ ةغُنا خٕثثشًٓنا بٕجٔ .142 
"Adapun pernikahan yang fasid, maka tidak memiliki implikasi hukum 
apabila belum ada persetubuhan, adapun jika telah terjadi persetubuhan, 
maka ia berkaitan dengan beberapa hukum seperti: tetapnya nasab, 
wajibnya iddah (apabila terjadi perceraian), dan itu adalah hukum 
persetubuhan secara hakiki, juga adanya kewajiban untuk membayar 
mahar” 
Pendapat di atas menerangkan bahwa implikasi hukum dari suatu 
pernikahan fasid tergantung pada terjadinya hubungan badan antara suami dan 
istri. Jika belum terjadi hubungan badan, maka tidak ada implikasi hukum yang 
timbul. Akan tetapi jika telah terjadi hubungan badan, maka pernikahan fasid 
tersebut memiliki beberapa akibat hukum, di antaranya: hubungan nasab antara 
anak yang dilahirkan kepada ayahnya, kewajiban membayar mahar, dan 
kewajiban iddah bagi istri apabila terjadi perceraian. Tetapi tidak demikian 
dengan pernikahan yang bathil, karena pernikahan bathil tersebut tidak akan 
berimplikasi hukum apapun, baik sebelum ataupun sesudah terjadinya 
hubungan badan. Wahbah Al-zuhaili> berpendapat: 
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 حنضُي شثرؼٚ ٔ ,لٕخذنا ذؼت ٕنٔ جأضنا ساثآ ٍي ءٙش ّٛهػ ةذشرٚ لا مطاثنا جأضناف
 ,بلأا ٍي ةغُنا ّت دثثٚ لاف .وذؼنالأ ةجذ ِذؼت جذؼنا ٗهػ جأشًنا ,مثي جأضنا ٖذدئت 
وساذًنا دخلأاك ،دُثنأ جأضنأ جأشًنات حجٔضرًنا مجشت شخآ 143 
“Pernikahan yang tidak sah (batil) tidak mempunyai pengaruh sedikitpun 
dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun telah terjadi 
persetubuhan, akad tersebut masih dianggap tidak ada. Oleh karenanya 
nasab anak tidak dinisbatkan ke ayahnya, dan bagi perempuan tidak 
diwajibkan iddah setelah ditinggalkan suaminya. Pernikahan ini seperti 
pernikahan dengan salah satu mahram, seperti saudari perempuan dan 
anak peremepuan serta menikah dengan perempuan yang berstatus istri 
laki-laki lain” 
Apabila telah terjadi persetubuhan di dalam pernikahan poliandri, 
maka mereka berdua dianggap telah berzina. Berikut adalah pendapat 
Ibnu Abbas: 
دِٛثُع اي ّلاإ اَص آَاٛذإ جٔص خار ّمك : طّاثػ ٍتإ لال ٔ 144 
“Dan Ibnu Abbas berkata: setiap wanita yang mempunyai suami, 
mendatanginya dianggap zina, kecuali perempuan yang ditawan.” 
 
Ibnu Quda>mah juga berpendapat: 
 ٔ لاذنا اًهػ ارئف ّٓثش ٔ ,جذرؼًنا ٔأ حج ّٔ ضًنا جأشيا حاكُك , حهطاثنا حذكَلأا اّيؤف
ّٛف ةغُنا كذهٚ لا ٔ , ّذذنا آًٛهػ ٔ ٌاَٛاص آًف ىٚشذرنا 145 
“Adapun pernikahan yang ba>t}il, seperti menikahi perempuan yang 
bersuami ataupun perempuan yang sedang beriddah dan lainnya, apabila 
keduanya mengetahui keadaan (boleh) dan keharamannya, maka mereka 
berdua dianggap berzina dan dikenakan hukuman had, juga (anak yang 
lahir) tidak mendapatkan nasab” 
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Jadi perkawinan ibu W dengan bapak SU (suami kedua) tidak 
menimbulkan akibat hukum apapun dari akibat hukum pernikahan yang sah 
bagi keduanya. Meskipun dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak 
laki-laki yang saat ini berumur 6 Tahun. Sehingga secara hukum Islam, nasab 
anak tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada ayahnya, melainkan hanya 
kepada ibunya. 
Jadi poliandri tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Seorang wanita 
yang masih bersuami hendaknya ia bercerai dengan suaminya dan beriddah 
baru kemudian menikah lagi. Karena dampak negatif dari perkawinan ini 
bukan saja untuk para pelaku perkawinan tersebut, akan tetapi anak-anak yang 










Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
sebuah kesimpulan bahwa “Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa 
Sigedong Kewamatan Bumijawa Kabupaten Tegal” sebagai berikut: 
1. Diantara faktor pendukung terjadinya praktek poliandri tersebut adalah 
adanya ketidaktahuan wali mengenai perkawinan yang diharamkan oleh 
Islam, sehingga ia dengan mudah memaksa anaknya untuk menikah lagi, 
meskipun ia baru berpisah dengan suaminya dan belum berwerai. Hal ini 
dimaksudkan agar ibu W bisa hidup lebih baik lagi dengan suami barunya. 
Kemudian, adanya kemauan dari ibu W untuk melakukan perkawinan 
poliandri. Hal tersebut bermula karena kondisi suaminya yang lemah akal. 
Ketiga, kurangnya pemahaman agama mengenai perkawinan yang 
diharamkan, sehingga akan dengan sangat mudahnya ia melakukan 
perkawinan tersebut tanpa memikirkan status kebolehan nikah yang 
dilakukannya. Kemudian faktor yang tak kalah penting adalah faktor 
administratif, yang kemudian perkawinan tersebut bisa terwatatkan dan ibu 
W bisa mendapatkan akta nikah dari perkawinan keduanya. 
2. Bahwa keharaman perkawinan poliandri bersifat mutlak dan tidak bisa 
diganggu gugat. Keharaman tersebut berdasarkan Al-qur’an, as-sunnah, 
serta hukum positif yang berlaku. Namun pada kenyataannya, masih ada 
yang melakukan praktek poliandri, yakni seperti yang terjadi di desa 
Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal.  Poliandri termasuk 
perkawinan yang ba>t}il, yang akibat hukumnya berbeda dengan perkawinan 
yang sah, sehingga dari adanya praktek poliandri ini menimbulkan berbagai 
masalah, diantaranya adanya ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkan 
dari pernikahan tersebut, hal ini akan mempersulit masa depannya. Anak 
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yang lahir dari hasil perkawinan poliandri hanya memiliki garis nasab 
kepada ibu kandungnya saja. Apabila anak yang lahir adalah perempuan, 
maka ayahnya tidak boleh menjadi walinya ketika nikah nanti. 
Persetubuhan yang terjadi dalam perkawinan poliandri ini dihukumi 
perzinahan, sehingga apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak 
lainnya tidak berhak mendapatkan harta warisan. 
B. Saran-Saran 
Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh 
kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Analisis 
Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kewamatan Bumijawa 
Kabupaten Tegal” Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi masyarakat Indonesia umumnya, dan masayarakat Kabupaten 
Tegal pada khususnya, pertahankanlah perkawinan yang sudah 
berlangsung sekuat mungkin agar tidak terjadi perweraian, karena 
meskipun perweraian merupakan hal yang diperbolehkan, tetapi sangat 
dibenwi oleh Allah. 
2. Bilamana bahtera rumah tangga sudah tidak bisa dipertahan lagi, maka 
selesaikanlah sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum 
islam maupun hukum positif. 
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek 
perkawinan yang dilarang oleh Islam.  
C. Penutup 
Puji syukur kehadirat Allah dzat Yang Maha Benar, hanya karena 
hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai 
persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum keluarga. Namun harap untuk 
bisa dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap insan 
mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan yang mempunyai sifat 
sempurna. Apalagi penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidak 
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mampuan,dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutuptutupi. Selanjutnya 
hanya kepada Engkaulah penulis Tawakal dan berdo’a dengan penuh harap 
semoga apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas 
studinya) dan kepada siapa saja (sebagai Amal Shaleh). Semoga skripsi ini 
dapat menambah khazanah keIslaman bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya 
kritik yang konstruktif dari pembawa yang selanjutnya penulis harapkan agar 
dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih 
matang. Uwapan terima kasih yang penulis uwapkan kepada siapa pun yang 
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 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
A. Ibu W 
(Yang melakukan praktek poliandri. Wawancara pada Minggu, 07/01/2018, Pkl. 
15:00 WIB, bertempat di kediaman Ibu.  W) 
 
1. Apakah anda beragama islam? 
Iya. Saya beragama islam 
2. Apakah anda sudah menikah?  
Sudah. 
3. Sudah berapa kali anda menikah? 
Tiga kali 
4. Tahun berapa anda melakukan pernikahan untuk kali pertama? 
2008 
5. Berapa lama anda hidup bersama dengan suami pertama? 
Kurang luwih sekitar seminggu 
6. Apakah anda dikaruniai anak dari suami pertama? 
Durung 
7. Mengapa anda berpisah dengan suami pertama? 
Ya Uri keadaane kaya kae sih ya. Cacat mental, dadine ya angel. Akhire ya pisahan 
sawise kurang luwih seminggu mau 
8. Apakah suami pertama anda sudah menceraikan anda? 
Ya durung. Kur pisah tok 
9. Apakah anda masih melakukan komunikasi dengan suami pertama setelah berpisah? 
sakwise mas uri balik kui ya wis laka komunikasi apa-apa.  
10. Tahun berapa anda menikah untuk kali kedua? 
2010 
11. Apakah pekerjaan suami kedua anda? 
Ya serabutan lah sing penting ana, tapi luwih akeh nganggur 
12. Mengapa anda menikah lagi sebelum bercerai? 
Ya wong wis pisah sue 
13. Apakah anda mengetahui hukumnya pernikahan tersebut? 
Ora.  
14. Berapa tahun anda hidup bersama suami kedua? 
Sekitar enam tahun 
15. Mengapa anda berpisah dengan suami kedua? 
Ya ekonomi sih ya. Terus wonge ya sering main tangan 
16. Tahun berpa anda berpisah dengan suami kedua 
Sekitar tahun 2016 
17. Tahun berapa anda menikah untuk kali ketiga? 
2017 
18. Apakah sekarang masih tinggal bersama suami? 
Iya. Tapi bojone kerja ning Jakarta 
19. Apakah perkawinan yang ketiga itu tercatat di KUA? 
Nikah sing ping telune iku ya ora ng KUA 
 
 
B. Bapak Surono 
(Sekretaris Desa Sigedong, Wawancara pada Senin, 08/01/018, Pkl. 18:30 WIB, 
bertempat di kediaman Bapak Surono) 
Bagaimana pendapat anda selaku pemerintah desa mengenai perkawinan ibu 
W? 
“Pada dasarnya pemerintah tidak setuju dengan poliandri, karena biasanya seorang 
wanita yang memiliki lebih dari satu suami akan mengakibatkan kurangnya kepastian 
mengenai keturunan yang dihasilkan, ketidaktahuan menentukan ayah biologisnya 
dari anak yang dilahirkan akibat bentuk pernikahan poliandri. Hal ini bisa memicu 
masalah dalam rumah tangganya. Dan dalam hal administrasi kepedndudukan akan 
sulit menentukan ayah kandungnya dan biasanya dalam kartu keluarga dan akta 
kelahirannya akan tercatat anak seorang ibu. Adapun respon masyarakat tentang 
praktek poliandri tersebut seiring dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan 
baik pengetahuan agama dan pengetahuan umum yang semakin berkembang di desa 
maka apabila ada wanita yang menikah lagi sebelum ia bercerai dengan suami 
sebelumnya, masyarakat akan mencela dan mencibirnya dan mengecap bahwa 
wanita tersebut adalah wanita yang tidak baik dan hanya memikirkan dirinya tanpa 
memikirkan anak keturunannya” 
 
 
C. Bapak Tabbas 
(selaku tetangga ibu W, Wawancara pada Minggu, 07/01/2018, Pkl. 15:00 WIB, 
bertempat di kediaman Ibu.  W) 
Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan ibu W? 
“Sebagai tetangga dekat setidaknya saya mengetahui kasus pernikahan yang 
dilakukan oleh ibu W. ia menikah pertama kalinya pada tahun 2008 dengan saudara , 
kemudian berumah tangga tidak lebih dari 10 hari. Dua tahun kemudian ia menikah 
lagi dengan bapak Sudin di kecamatan Sirampog, sehingga pernikahannya juga 
tercatatkan. Pernikahan kedua hanya bertahan sampai tahun 2016, kemudian 
setengah tahun kemudian ia menikah lagi. Sepengetahuan saya ibu W belum pernah 
bercerai dengan suaminya. Ia baru bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 
2015, tetapi dengan suami kedua yakni bapak Sudin sampai saat ini belum bercerai, 
padahal statusnya ibu W sudah menikah lagi dan sedang mengandung anaknya dari 
suami ketiga. Saya sudah pernah menasehati ibu W untuk bercerai terlebih dahulu 
sebelum menikah, karena nanti yang akan merasakan akibatnya adalah dirinya 
sendiri, terumata anak-anaknya karena tidak bisa membuat akta kelahiran. Tapi 
sebagai tetangga ya tidak ingin untuk ikut campur terlalu dalam ke urusan rumah 
tangga ibu W. karena urusan rumah tangga kan urusan pribadi. Tapi ya tetap saja 
masyarakat menganggapnya bukan sesuatu yang baik dan tidak layak untuk diikuti” 
 
 
D. Al-habib Muhsin  
(Selaku Ulama setempat, Wawancara pada Senin, 08/01/2018, Pkl. 07:00 WIB, 
bertempat di kediaman Al-habib Muhsin) 
Bagaimana pendapat anda terkait perkawinan poliandri yang dilakukan oleh 
ibu W? 
“Poliandri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang di dalam Islam, jangankan 
poliandri, poligamipun menurut hemat saya sendiri juga tidak boleh karena 
sayaratnya yang sangat berat dan susah, coba kita lihat dan fahami secara 
mendalam ayat tentang kebolehan poligami. Jika melihat kasus pernikahan yang 
dilakukan oleh ibu W perlu kita cermati. Jika perkawinan dengan suami pertamanya 
itu cacat mental karena sebelum dilaksanakan akad nikah, maka pernikahan tersebut 
fasakh atau batal tetapi jika cacat tersebut datang setelah akad nikah maka 
perkawinan yang pertama sah. Ini sangat mempengaruhi status hukum perkawinan 
yang kedua dan ketiganya. Jika perkawinan pertama dianggap rusa  k karena cacat 
mental yang datang sebelum akad maka perkawinannya yang kedua dianggap sah 
sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban antara keduanya. Maka ketika 
perkawinan kedua ini belum bercerai dan istri menikah lagi dengan laki-laki lain 
dengan alasan ekonomi dan lain sebagainya, sungguh ini bukan cara yang 
dibenarkan oleh Islam, sehingga perkawinan yang ketiga ini tidak sah.”                                                                                                                                                                      
 Sigedong, 12 Februari 2018 
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4. S-1 Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Keluarga, Lulus Tahun 
2018 
 
Riwayat pendidikan non formal  
1. Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Kabupaten Brebes 
2. Peserta International  Undergraduate Entrepreneurial Training di University Kebangsaan 
Malaysia Tahun 2016 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk bisa 
digunakan sebagaimana mestinya. 
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                                                                      1402016072 
 
